Kata Pengantar: 


H. Yagut Cholil Ooumas 


Menteri Agama Republik Indonesia 


“nang - | - “ 
, 
1 | | 
“4 JUAfr AK | 
N 
HAK Aa —“— LL 


Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd 
Dr. H. Suwendi, M.Ag 


Na 


KEMENTERIAN AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 


Detik-detik 
Penetapan 
Hari Santri 


Detik-detik 
Penetapan 
Hari Santri 


Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd 
Dr. H. Suwendi, M.Ag 


Kata Pengantar: 
H. Yagut Cholil Ooumas 
Menteri Agama Republik Indonesia 


Baitul Hiumah Press 


Detik-detik Penetapan Hari Santri 
@2021, Ahmad Zayadi & Suwendi 


ISBN: 978-602-74508-6-8 
xiv # 90 hlm, 14,5 x 20,5 cm 


Cetakan Pertama, Oktober 2021 


Penulis: Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd & Dr. H. Suwendi, M.Ag. 
Editor: Mesraini dan Mahbib Khoiron 
Desain Sampul & Tata Letak Isi: Ahmad Hanin Lathif 


Diterbitkan oleh: 

Baitul Hikmah Presa 

Pesantren Baitul Hikmah: Pusat Pengkajian 
dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman 
Krapyak Kulon RT 07 No 212 Panggungharjo 
Sewon Bantul Yogyakarta 

Hp: 081803045946 

Email: 

sahironsyamsuddin68@gmail.com 


baitulhikmah.yk@gmail.com 
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Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang di antaranya atas perjuangan 
dan kontribusi nyata dari para santri dan kyai pondok pesantren mampu meraih dan 
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Shalawat dan salam disanjungkan ke 
haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi kita semua dalam 
membina persatuan atas keanekaragaman dan perbedaan yang ada di sekitar kita. 


Hari Santri adalah “tugu” bagi umat Islam khususnya, juga umat agama lain secara 
umum, bahwa bernegara sama pentingnya dengan beragama. Pilihan tanggal 22 Oktober 
sebagai Hari Santri, hemat saya, sangat tepat karena mengandung sejarah heroisme umat 
Islam di tahun 1945 dalam menghalau kolonialisme yang hendak merebut kembali 
Indonesia yang baru dua bulan mendeklarasikan kemerdekaannya. Resolusi Jihad yang 
diserukan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan para kiai pondok pesantren kala 
itu adalah bukti nyata bahwa Islam dan nasionalisme bertalian sangat erat, bukan dua 
entitas yang saling bertentangan. Hari Santri merupakan wujud peneguhan kembali bahwa 
antara agama dan negara bukan hal konfrontatif. Sebaliknya, keduanya terjalin hubungan 
saling menunjang. Membangun bangsa dan meneguhkan ideologi keindonesiaan 
merupakan wujud konkret atas komitmen keberagamaan kita. 


Kita meyakini bahwa Hari Santri bukan sebatas pada perayaan-perayaan 
seremonial secara simbolik, melainkan memilik misi substansial dan pengaruh penting 
bagi kepentingan berbangsa dan bernegara. Hari Santri lebih dari keinginan untuk 
romatisisme sejarah belaka. Selain menjadi pengingat dan “monumen” sejarah, Hari Santri 
juga berfungsi sebagai pemicu energi baru umat Islam masa kini dan masa mendatang 
untuk senantiasa meneladani para pendahulunya yang bukan cuma agamawan semata, 
tetapi juga patriot dan negarawan. Mereka telah menunjukkan pengorbanan yang 
sempurna, yang melampaui kepentingan pribadi bahkan kelompoknya sendiri. Sebagai 
umat bergama, kita harus berpikir serius untuk menghibahkan energinya bagi 
pembangunan bangsa dan negara. Saya percaya santri tetap akan menjadi pilar bagi 
tegaknya harmoni keberagamaan di negeri yang plural ini, serta ujung tombak dalam 
proses pembangunan yang lebih berkeadilan dan menyejahterakan. Bila spirit ini 
terejawantahkan, saya yakin jalan menuju negara yang adil dan makmur, baldatun 
thayyibatun warabbun ghafur menjadi kian mudah. 


Buku yang sedang kita nikmati ini adalah sebuah karya yang mampu 
mendokumentasikan atas peristiwa kelahiran Hari Santri itu. Proses keputusan politik yang 
sangat mengagumkan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga perjuangan, pengorbanan, 
dedikasi, dan kontribusi nyata dunia pondok pesantren direkognisi dan diafirmasi oleh 
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negara dan seluruh komponen bangsa. Dalam konteks itu, sang penulis pun mampu 
menarasikan secara obyektif bagaimana peran dan langkah birokratis, khususnya di 
lingkungan Kementerian Agama RI saat itu, melakukan kewajibannya sebagai khadim 
masyarakat sehingga proses-proses itu dilaksanakan secara apik. 


Oleh karena itu, saya menyambut gembira dan memberikan penghargaan yang tulus 
kepada pimpinan negeri ini, termasuk Menteri Agama saat kelahiran Hari Santri ini, Bapak 
H. Lukman Hakim Saifuddin. Penghargaan saya juga ucapkan kepada penulis buku ini, 
Saudara Ahmad Zayadi dan Saudara Suwendi. yang saat itu mengawal secara konsisten 
atas kelahiran Hari Santri ini. 


Saya berharap, buku ini menjadi sumber dokumen sejarah dan referensi dalam 
kajian-kajian akademis terutama yang mengungkap bagaimana proses penetapan Hari 
Santri itu dilakukan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan 
anugerah dan kekuatan kepada kita semua, amin. 


Jakarta, 7 Oktober 2021 
Menteri Agama, 
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PENGANTAR PENULIS 


uji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
P alhamdulillah atas taufik dan inayah-Nya buku yang ada 
di tangan pembaca ini bisa terbit. Shalawat dan salam 
disanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang 
telah memberikan teladan bagi umatnya untuk senantiasi 


berkontribusi bagi kemaslahatan bersama. 


Buku yang diberi judul “Detik-detik Penetapan Hari Santri” 
ini terbit atas sejumlah alasan. Pertama, hari santri merupakan 
hari yang sangat bersejarah bagi dunia pondok pesantren dan 
umat Islam, bahkan bagi umat beragama. Mengapa? Karena Hari 
Santri merupakan momentum dan sekaligus wujud nyata bagi 
umat beragama untuk berkomitmen meneguhkan semangat 
kebangsaan yang tinggi, sehingga relasi agama dan negara saling 
bersinergi. Oleh karenanya, sosok santri adalah orang yang 
memiliki wawasan dan pengalaman agama yang luas sekaligus 
memiliki komitmen keindonesiaan yang tangguh. 

Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratusy 
Syaikh KH Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 yang 
menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan 
penjajah. Disebutkan, “.Berperang menolak dan melawan 
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pendjadjah itoe fardloe “ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap- 
tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata 
ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km 
dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang- 
orang jang berada diloear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe 
djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian 
sadja...)” 

Terminologi fardlu “ain dan fardlu kifayah merupakan 
terminologi keagamaan yang didasarkan atas kajian dan 
faham keislaman yang bersumber dari nash (kitab suci) dan 
literatur keagamaan yang justeru dijadikan sebagai basis 
dalam mempertahankan nasionalisme-keindonesiaan. Faham 
keagamaan menjadi pijakan dalam membangun nasionalisme, 
yang ini menunjukkan betapa relasi agama dan nasionalisme 
itu saling menguatkan, bukan mempertentangkan apalagi 
menegasikan. Tegasnya, semangat beragama diwujudkan dengan 
rela berkorban demi negara dan bangsa Indonesia, dan inilah 
substansi dari hari santri itu. Tentu, substansi hari santri ini 
penting untuk direkognisi dan diregulasi dengan baik yang 
ditandai dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Hari Santri. 

Kedua, proses lahirnya Keputusan Presiden tentang Hari 
Santri ini bukanlah tiba-tiba, tetapi terdapat kondisi dan latar 
historis serta kerja-kerja birokrasi ketika itu yang demikian 
tinggi, khususnya di lingkungan Kementerian Agama RI. 
Dalam konteks ini, dokumentasi atas berbagai langkah birokrasi 
dan upaya-upaya strategis dan teknis sehingga pada akhirnya 
melahirkan Keputusan Presiden tentang Hari Santri ini penting 
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untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
fakta-fakta sejarah yang otentik dan sekaligus memberikan 
pelajaran bagi generasi masa yang akan datang, termasuk untuk 
kepentingan riset dan akademis. Oleh karena itulah, buku ini 
dihadirkan untuk para pembaca. 


Buku ini ditulis oleh kami berdua di saat kami bekerja 
di lingkungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan 
pada saat bersamaan terlibat dalam proses “detik-detik” kelahiran 
Keputusan Presiden tentang Hari Santri. Oleh karenanya, 
buku ini merekonstruksikan fakta dan peristiwa saat kelahiran 
keputusan Hari Santri itu terjadi. 


Diakui, buku ini merupakan bagian dari penggalan sejarah 
yang penulis ketahui, lakukan, dan ikuti dengan seobyek 
mungkin, dengan apa adanya, khususnya saat menjelang dan 
beberapa bulan pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Hari Santri. Tentu saja, di luar tulisan ini, 
memungkinkan ada penggalan-penggalan sejarah lain yang 
luput dari sepengetahuan penulis, yang bisa jadi diketahui 
oleh orang lain. Jika penggalan-penggalan lain itu ditulis dan 
didokumentasikan tentu diharapkan dapat memperkaya dan 
semakin melengkapi atas buku ini. Untuk itu, penulis tidak 
menutup mata jika hal itu terjadi. 

Selaku penulis, kami berdua tentu merasa bersyukur dan 
berterima kasih kepada semua pihak, wabil khusus kepada 
nama-nama yang penulis sebut dan belum disebut dalam buku 
ini. Sosok Bapak H. Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Menteri 
Agama ketika lahirnya keputusan Hari Santri ini, merupakan 
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tokoh sentral dan orang yang sangat istimewa dalam Hari Santri 
ini. Pasalnya, beliau inilah yang mengkomandani sekaligus 
melakukan berbagai langkah-langkah strategis baik internal 
Kementerian Agama maupun dengan Kementerian/Lembaga 
dan organisasi masyarakat sehingga melahirkan keputusan hari 
santri. Demikian juga, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, 
yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam, yang tidak hanya men-drive pada langkah-langkah 
strategis tetapi juga langsung “turun gunung” berhadapan 
dengan berbagai pihak untuk meyakinkan lahirnya keputusan 
Hari Santri. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ketika itu, 
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si, meyakinkan berbagai pihak betapa 
hari santri mutlak dilakukan. Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri 
Agama yang mendampingi pak LHS ketika itu, seperti pak Hadi 
Rahman, pak Ali Zawawi, pak Gugus Waskito, dan pak Oman 
Fathurrahman, merupakan orang-orang yang dibalik layar atas 
lahirnya Hari Santri. 


Dr. H. Mohsen, MM, Direktur Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren saat itu, merupakan tokoh yang memiliki 
peran penting dalam menerjemahkan arahan pimpinan 
dan sekaligus mengarahkan “anak buahnya” di lingkungan 
Kementerian Agama maupun dengan berbagai pihak mitra kerja, 
seperti organisasi masyarakat dan lain-lain, sehingga Peraturan 
Presiden tentang Hari Santri ini terbit. Demikian juga sejumlah 
nama di lingkungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren saat itu, seperti Dr. H. Ainur Rofig, M.A, Almarhum 
Dr. H. Sastra Juanda, MA, Dr. H. Masykuri, Abdul Rouf, 
S.Fil.I, M. Kesos., Drs. Mohammad Zen, M.M, dan sejumlah 
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nama lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya dalam 
melahirkan Hari Santri ini. Tak terkecuali dari itu semua, sahabat 
baik penulis Drs. H. Marzuki Wahid, MA, dosen IAIN Cirebon, 
yang telah berkontribusi dalam menyiapkan naskah akademik 
lahirnya Hari Santri. 

Atas terbitnya buku ini, penulis menghaturkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak 
Menteri Agama RI, H. Yagut Cholil Goumas, yang telah 
merestui dan memberikan kata pengantar yang istimewa atas 
buku ini. Kepada editor dan pihak penerbit patut dihaturkan 
terima kasih yang berkenan mempublikasikan karya ini. 
Ala kulli hal, penulis menyadari bahwa buku ini masih 
menyimpan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki 
dan dilegkapi. Untuk itu, disampaikan permohonan maaf. 
Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. 


Ciputat, 22 Oktober 2022 


Penulis 


Ahmad Zayadi & Suwendi 
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BAB I 


Mengapa Harus Ada 
Hari Santri? 


eringatan Hari Santri didasarkan atas Keputusan Presiden 
P Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari 
Santri. Di dalam Keputusan Presiden itu, disebutkan 
setidaknya ada tiga alasan utama dikeluarkannya keputusan 


tersebut. 


Pertama, perlunya rekognisi pemerintah atas peran dan 
kiprah para ulama dan santri pondok pesantren dalam merebut 
kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan itu. 


Perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 
harus diakui tidak dapat dilepaskan dari peran dan kiprah 
pondok pesantren. Sejak era pra-revolusi kemerdekaan, ulama- 
santri pesantren menjadi salah satu pusat heroisme pergerakan 
perlawanan rakyat. Para kyai dan pesantren dalam banyak 
peristiwa memimpin perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dari 


tirani penjajahan.Banyak ulama-santri yang tidak pernah padam 
melakukan perlawanan terhadap kolonial sehingga meledakkan 
perang besar sepanjang sejarah, yaitu Perang Jawa Diponegoro. 
Pasukan Pengaran Diponegoro selain terdapat para bangsawan 
juga dipenuhi para ulama-santri dari berbagai penjuru Jawa. 


Para ulama-santri itulah yang di kemudian hari meneruskan 
perjuangannya ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Kyai 
Abdullah Salam Jombang, Kyai Umar Semarang, Kyai Abdurrauf 
Magelang, Kyai Yusuf Purwakarta, Kyai Muta'ad Cirebon, Kyai 
Hasan Basyari Tegalsari Ponorogo dengan muridnya Kyai Abdul 
Manan Pacitan adalah nama-nama pionir terbentuknya kembali 
jaringan ulama-santri nusantara baik di tingkat lokal maupun 
internasional. 


Di akhir abad 19 muncullah Syekh Nawawi Banten yang 
meneruskan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, Kyai 
Sholeh Darat yang meneruskan perjuangan ayahnya Kyai Umar 
Semarang, Sykeh Mahfuzh At-Tirmasi, cucu Kyai Abdul Manan, 
yang meneruskan perjuangan Kyai Hasan Besyari, Kyai Abdul 
Djamil dan Kyai Abbas Buntet-Cirebon yang meneruskan 
perjuangan Kyai Muta'ad, dan Syekh Hasyim Asyari serta Kyai 
Wahab Hasbullah keturunan Kyai Abdus Salam Jombang, dan 
masih banyak ulama lainnya. 

Sejak menyerahnya Jepang kepada sekutu, para pejuang 
revolusi mencoba merebut markas dan persenjataan Jepang. 
Di saat Negara belum efektif terutama jalur komandonya, 
laskar ulama santri telah sigap menghadapi berbagai ancaman. 
Bahkan konsolidasi dan jalur komando laskar Hizbullah dengan 
dukungan struktur NU dan Masyumi begitu massif hingga ke 
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pedesaan. Kedatangan AFNEI Inggris yang diboncengi NICA 
Belanda dicurigai para pejuang akan mengambilalih Indonesia 
dan mengancam kemerdekaan RI. Surabaya menjadi medan 
pertempuran yang cukup menghentakkan pihak sekutu. 
Surabaya menjadi melting pot laskar Hizbullah dari berbagai 
daerah. Dengan berbekal fatwa jihad yang diteguhkan Resolusi 
Jihad, para pejuang pantang mundur menolak kedatangan 
kolonial. Resolusi Jihad tersebut menyeru seluruh elemen bangsa 
khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Pertempuran 10 
November 1945 meletus, laskar ulama santri dari berbagai daerah 
di garda depan pertempuran. Resolusi Jihad juga membahana di 
Semarang dan sekitarnya, bahkan telah mengiringi keberhasilan 
dalam Perang Sabil Palagan Ambarawa. Para laskar ulama santri 
juga terus melakukan pertempuran mempertahankan daerahnya 
masing-masing termasuk di tanah Pasundandan daerah-daerah 
lainnya. 

Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan tujuh 
kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan 
bangsa. Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden 
Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai Waliyyul Amri ad-Dlariri bis 
Syaukah, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para 
pemberontak DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. 
Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi 
rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/1984, kaum 
santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya 
asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan 
bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (mutihadah 
wathaniyyah). 
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Selepas Reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuataan 
moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari 
khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara-bangsa—bukan 
negara agama, bukan negara suku—yang mengakui seluruh 
warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa 
diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. 


Kedua, pentingnya bagi generasi saat ini dan generasi 
mendatang untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan 
peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam 
pembangunan bangsa. 


Semangat hari santri memiliki relevansi yang begitu kuat 
dalam dinamika kebangsaan: dulu, kini, dan masa akan datang. 
Mengharmoniskan agama dan negara merupakan sebuah 
kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebab, agama membutuhkan negara sebagai instrumen 
dalam melestarikan dan mengembangkan agama sehingga 
negara harus dalam keadaan kondusif. Demikian juga, negara 
memerlukan agama sebagai basis moral dan etika bernegara 
sehingga kepentingan agama-agama yang ada di negara ini 
harus ditegakkan. Intinya, hubungan agama dan negara itu 
saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Oleh karenanya, 
menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita sangat tepat. 
Pancasila mengakomodir semua kepentingan agama-agama yang 
ada di negara kita sehingga kehidupan berdemokrasi, berbangsa 
dan bernegara di Indonesia sangat kondusif. 


Ketiga, penentuan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri 
merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 
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22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren 
dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim 
untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. 


Peringatan Hari Santri yang kita lakukan setiap tanggal 22 
Oktober sesungguhnya merujuk pada “Resolusi Jihad” yang 
dikumandangkan oleh Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asyari, 
Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada tanggal 22 Oktober 1945 di 
hadapan para ulama Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura 
bertempat di Surabaya. Resolusi jihad itu memompa semangat 
juang di kalangan santri-ulama untuk mempertahankan 
kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan 
2 (dua) bulan sebelumnya, 17 Agustus 1945. Berkat revolusi 
jihad ini, pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya akhirnya 
dimenangkan oleh pejuang Indonesia yang dipimpin oleh kaum 
santri. 


Resolusi jihad hadir sebagai jawaban dari para tokoh 
ulama pesantren atas kerisauan bagaimana sesungguhnya relasi 
antara nasionalisme dan keislaman itu. Menurut resolusi jihad 
itu, atas dasar dalil agama diwajibkan setiap muslim untuk 
membela tanah air dan mempertahakan Kemerdekaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi jihad tidak semata-mata 
dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam an sich, 
tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sekaligus. Resolusi jihad merupakan 
perwujudan atas pemikiran bahwa militansi kebangsaan itu 
tidak dapat dipisahkan dari militansi keislaman. Demikian juga 
sebaliknya, memperjuangkan keislaman tidak dapat dipisahkan 
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dari militansi keindonesiaan. Antara Islam dan Indonesia, 
keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. 


Inilah sesungguhnya jati diri santri. Jadi, santri adalah 
diri yang memiliki komitmen keislaman dan keindonesiaan 
sekaligus. Keislamannya tidak melunturkan keindonesiaan, 
dan keindonesiaannya dibangun atas dasar keislamannya. 
Bukanlah santri jika ia hanya mementingkan agamanya 
dan pada saat bersamaan menafikan keindonesiaannya, 
demikian juga sebaliknya. 


Santri merupakan sosok yang telah nyata mendedikasikan 
dirinya untuk kepentingan agama dan negara. Ia adalah 
prototipe manusia yang layak diteladani. Keteladanannya 
tidak hanya pada militansi dirinya sebagai muslim semata, 
tetapi juga pada jiwa patriotik serta semangat untuk 
mempertahankan NKRI dan membangun bangsa. 


Di dalam jiwa santri tidak pernah terpisahkan antara 
rasa cinta terhadap agama dan negara. Kecintaan terhadap 
negaranya merupakan manivestasi dari rasa cinta terhadap 
agamanya. Demikian juga semangat keagamaannya tidak 
pernah melunturkan semangat keindonesiaannya. Dengan 
demikian, bukanlah santri jika ia merongrong NKRI dengan 
alasan agamanya. Inilah hakikat dari seorang santri. 
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BAB II 


PRA-KONDISI 


A. Penguatan Pendidikan Pesantren oleh Kementerian Agama 


osisi pesantren dalam negara dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan. Dari mulai tak diperhitungkan 

oleh negara di era kolonial hingga pasca-kemerdekaan 
yang kian mendapat pengakuan dari negara. Secara yuridis, 
pesantren melalui fase-fase penting. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara 
eksplisit menyebut pesantren sebagai bagian dari pendidikan 
keagamaan. Nomenklatur pesantren disebut pada pasal 30 ayat 
4, yang berbunyi, “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan 
diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk 
lain yang sejenis” Dalam pasal ini pesantren diposisikan sebagai 
satuan pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik 
menjadi angota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 


nilai-niai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu (tafagguh 
fiddin). 

Meski afirmasi dari negara kepada pesantren berlangsung 
bertahap namun tren keberpihakannya menujukkan peningkatan. 
Diakuinya pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional adalah momen fundamental yang konsekuensinya 
sangat luas bagi kebijakan pendidikan oleh pemerintah, di satu 
sisi, serta hak yang diperoleh pesantren, di sisi yang lain. Hal 
tersebut tentu saja berangkat dari kesadaran akan potensi yang 
begitu besar dan kepentingan negara untuk melindungi dan 
mengembangkan satuan pendidikan ini untuk kemaslahatan 
bangsa dan negara secara umum. Tak heran jika pada fase-fase 
berikutnya muncul kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah 
dalam bentuk regulasi yang kian memperkuat kedudukan 
pesantren dalam dunia pendidikan di Tanah Air. 


Posisi pesantren semakin kokoh dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan. Sebagai turunannya, telah diterbitkan 
pula Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 
tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok 
Pesantren.Berdasarkan kedua PMA ini, Kementerian Agama 
telah membuka kelembagaan baru dan memberikan pilihan 
kepada masyarakat untuk mendidik putera-puterinya menjadi 
kader ulama melalui layanan Pendidikan Diniyah Formal dan 
Satuan Pendidikan Muadalah. 
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Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan 
Muadalah pada Pondok Pesantren merupakan entitas 
kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal 
untuk menghasilkan lulusan mutafaggih fiddin (ahli ilmu 
agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader mutafaggih 
fiddin. Lembaga-lembaga ini diselenggarakan oleh dan berada 
di pesantren yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang 
pada jalur pendidikan formal. Sebagai satuan pendidikan yang 
bersifat formal yang sekaligus bagian dari penuntasan Program 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas), baik Pendidikan 
Diniyah Formal maupun Satuan Pendidikan Muadalah pada 
Pondok Pesantren memiliki civil effect yang sama, seperti 
halnya sekolah dan madrasah, seperti Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), tunjangan sertifikasi guru, akreditasi, dan 
lain-lain. Di samping itu, lembaga ini merupakan bagian dari 
upaya peningkatan dunia pesantren, di samping sebagai ikhtiar 
konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan 
Islam. 


Kurikulum yang dikembangkan baik oleh Pendidikan 
Diniyah Formal maupun Satuan Pendidikan Muadalah terdiri 
atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis 
kitab. Mata-mata pelajaran pendidikan umum terdiri atas 
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah 
dengan Seni dan Budaya, yang semua mata pelajaran umum 


itu disusun sesuai dengan tradisi dan kultur pesantren dengan 
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basis kitab. Sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga 
di tingkat ulya meliputi: Al-Ouran, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu 
Hadits, Figh-Ushul Figh, Akhlag-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, 
Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, 
Ilmu Mantig, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab 
kuning dan berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata 
pelajaran pendidikan keagamaan Islam ini setidaknya 8096 dari 
seluruh beban pelajaran, sementara beban mata-mata pelajaran 
pendidikan umum sekitar 2096 dari seluruh beban pelajaran. 


Sebagaimana diatur dalam PMA nomor 13 Tahun 2014 
dan PMA 18 Tahun 2014, peserta didik yang dinyatakan lulus 
berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Artinya, 
lulusan Pendidikan Diniyah Formal maupun Satuan Pendidikan 
Muadalah dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 
pada jenis pendidikan yang sama pada layanan pendidikan 
keagamaan Islam maupun pada jenis pendidikan umum atau 
jenis pendidikan umum berciri khas Islam. 


Kelahiran kedua nomenklatur pendidikan formal ala pondok 
pesantren ini diterbitkan setidaknya atas dua pertimbangan 
yang sangat penting. Pertama, satuan pendidikan keagamaan 
Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan 
mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan 
kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa. 
Kedua, pesantren telah mendapatkan pengakuan penyetaraan 
(muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga 
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lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan 
demikian, kedua PMA ini diperlukan untuk memperkuat 
peraturan dalam rangka pengakuan satuan pendidikan pada 
pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal lainnya. 


Kebijakan merekognisi layanan pendidikan ala pondok 
pesantren ini merupakan langkah progresif Kementerian Agama. 
Terobosan tersebut adalah bukti konkret komitmen Kementerian 
Agama untuk tidak hanya mengapresiasi kontribusi pondok 
pesantren dalam sistem pendidikan nasional,tetapi juga memberi 
jaminan secara hukum atas keberlangsungan para lulusannya 
di kancah nasional. Dengan PMA ini, lulusan pesantren yang 
mengikuti pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan 
muadalah sudah dapat memperoleh akses dan hak yang sama 
dengan lembaga pendidikan lain di luar pesantren yang selama 
ini memang relatif tak mengalami kesulitan administratif 


melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 


Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengakui 
bahwa regulasi tersebut dibuat atas kesadaran dan perencanaan 
yang matang. Ia melihat selama ini lulusan pesantren salaf 
yang umumnya tidak mengikuti kurikulum pemerintah 
tidak mendapat pengakuan. Para santri terpaksa tidak bisa 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di 
jenjang pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan 
tinggi. Sebab, secara formal administratif kebijakan pendidikan 
nasional menuntut peserta didik yang hendak melanjutkan 
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pendidikan ke jenjang pendidikan formal maka harus berasal 
dari lembaga pendidikan formal,seperti sekolah dan madrasah 
semata. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, ini problem yang 
tidak bisa terus dilestarikan. Terbitnya regulasi kedua PMA 
tersebut merupakan memberikan payung hukum bagi kebijakan 
nondiskriminatif, khususnya ketika lulusan akan melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang selanjutnya." 

Kementerian Agama juga melakukan afirmasi perluasan 
akses program Wajib Belajar Pendidikan Dasar melalui pondok 
pesantren. Dengan tanpa menghilangkan ciri khas pesantren 
dengan kajian kitab, santri-santri yang tidak mengikuti pada 
layanan pendidikan formal melalui sekolah dan madrasah, diberi 
kesempatan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, 
yakni Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha, yang 
sama posisinya dengan Paket A dan Paket B. Program Wajar 
Dikdas Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha ini mendorong para 
santri untuk memiliki ijazah yang selevel dan sama hak-haknya 
sebagaimanaya lulusan SD/SMP atau MI/MTs. Dalam program 
ini, para santri diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran 
5 (lima) mata pelajaran yang diujinasionalkan (UN), yakni 
Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 

Santri yang mengikuti program ini mendapatkan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) sebagai hak yang melekat dan 
diperlakukan sama halnya sebagaimana sekolah dan madrasah. 


1  Cnnindonesia.com, Wawancara Eksklusif: Menteri Agama, Reposisi Santri, dan 
Wajah Indonesia, dipublikasikan pada 22 Oktober 2017. 
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Afirmasi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian 
Agama adalah Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). 
Program yang dimulai sejak tahun 2005 hingga kini dinilai 
cukup sukses dalam mendorong lulusan pondok pesantren yang 
mengikuti pendidikan sekolah dan/atau madrasah melanjutkan 
ke jenjang ke perguruan tinggi yang bonafide di negeri ini. 
Melalui program PBSB ini, kini telah lahir sejumlah dokter, 
ahli matematika, saintis, dan ahli informasi dan teknologi yang 
berlatar belakang santri. Mereka kini mengisi titik-titik kunci 
tertentu baik di sektor pemerintah maupun swasta dalam turut 
serta membangun bangsa. 


Tentu, selain program-program itu, masih banyak program 
lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam 
mengafirmasi, merevitalisasi, dan mendorong pondok pesantren 
ke tempat yang semestinya. 


B. Kampanye yang Menjanjikan Hari Santri 

Gagasan pencanangan hari santri tercetus ketika musim 
kampanye Pemilihan Umum Presiden pada 2014. Sejak tanggal 
27 Juni 2014, media massa ramai memberitakan bahwa Joko 
Widodo sebagai salah satu calon presiden waktu itu menjanjikan 
akan menetapkan hari santri pada 1 Muharram. Janji ini muncul 
seiring dengan seringnya Jokowi berkunjung ke pesantren- 
pesantren dalam rangka silaturahim dan kampanye politik. 
Pemberitaan ini ramai di ranah publik dan menjadi wacana baru, 
baik tentang penting-tidaknya penetapan hari santri, pilihan 
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tanggal, hingga penagihan janji ketika Jokowi benar-benar telah 
terpilih sebagai orang nomor satu di republik ini untuk periode 
2014-2019. 


Banyak publik mengira bahwa ide hari santri muncul 
dari Jokowi. Padahal, gagasan tersebut terlontar dari lisan 
seorang kiai di Pondok Pesantren Babussalam di Banjarejo, 
Pagelaran, Malang, Jawa Timur. Sang pengasuh pesantren, KH 
'Thorig Darwis, meminta negara menetapkan hari santri ketika 
menyambut capres Jokowi yang berkunjung ke Pondok Pesantren 
Babussalam. Jokowi menyambut positif usulan tersebut dan 
bertekad memperjuangkannya ketika terpilih sebagai presiden 
kelak. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim, dengan 
ini saya mendukung 1 muharram ditetapkan sebagai hari santri 
nasional. Pernyataan ini juga langsung saya tandatangani,” kata 
Jokowi di pesantren setempat, Jumat malam, 27 Juni 2014.? 


Jokowi mengatakan waktu itu bahwa kondisi santri di 
Indonesia saat ini harus diperjuangkan mengingat pondok 
pesantren memegang peranan penting dalam pelaksanaan 
revolusi mental di Indonesia. Menurutnya, posisi kunci 
tersebut dimiliki pondok pesantren karena mata pelajaran 
yang diajarkan kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai 
akhlakul karimah, budi pekerti dan nilai-nilai luhur manusia. 
Seperti diketahui, “revolusi mental” merupakan jargon utama 


2 Antaranews.com, Jokowi Janji Tetapkan Hari Santri Nasional pada 1 Muharam, 
dipublikasikan pada 28 Juni 2014. 
3 Jbid. 
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Jokowi selama musim pemilu 2014, yang hendak menampilkan 
komitmennya terhadap perubahan paradigmatik bangsa 
Indonesia untuk memberantas berbagai problem kebangsaan 
yang masih terjadi. 

Dalam rubrik Opini di harian Kompas', Jokowi yang ketika 
itu baru menjadi bakal calon (Bacalon) presiden dari PDI-P 
menulis secara khusus tulisan berjudul “Revolusi Mental”. Ia 
mengatakan, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak 
tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas 
melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum 
menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam 
rangka pembangunan bangsa (nation building). Agar perubahan 
benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai 
dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan 
makmur, kita perlu melakukan revolusi mental. 


Lebih jauh, Jokowi berpendapat bahwa dalam pembangunan 
bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip 
paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif 
dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah 
saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan 
menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi 
dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, 
budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih 


4 Joko Widodo, Revolusi Mental, Harian Kompas, 10 Mei 2014 
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manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan 
berkesinambungan.” 


Menurutnya, penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. 
Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik 
untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik 
yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang 
sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda 
dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan 
darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril 
dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin— 
dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh 
masyarakat. 


Dari sini dapat dipahami bahwa janji Jokowi akan 
menetapkan hari santri merupakan bagian dari politik 
akomodasi, setelah kalangan pesantren yang juga pemilik hak 
suara pada pemilu 2014 menginginkan peresmian hari khusus 
tersebut bagi mereka. Selain itu, ia menganggap pesantren 
sebagai bagian dari komponen kunci dari agenda besar revolusi 
itu. Peran strategis pesantren terletak pada kapasitasnya dalam 
menginternalisasi niai-nilai moral (akhlakul karimah) pada diri 
orang. Revolusi mental memang bukan persoalan perubahan 
fisik besar-besaran, melainkan pembenahan spiritual seseorang 
untuk menumbuhkan budaya positif yang kompatibel bagi 
peradaban yang lebih baik. 


16 Detik-detik Penetapan Hari Santri 


Kunjungan Jokowi di Pondok Pesantren Babussalam 
pada Jumat malam itu diakhiri dengan penandatanganan 
surat perjanjian penyanggupan penetapan hari nasional pada 
1 Muharram yang disaksikan oleh tim kampanye Jokowi dan 
segenap jajaran kiai dan ulama pesantren setempat. Kala itu 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tinggal dua 
minggu lagi, persisnya pada 9 Juli 2014, dan diikuti oleh dua 
pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta 
Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. 

Setelah peristiwa tersebut, wacana publik seputar isu hari 
santri riuh di media sosial atau media massa, baik elektronik, 
cetak, maupun, online. Sebagian mendukung penuh wacana 
itu karena dianggap pro lembaga pendidikan Islam, khususnya 
pesantren, yang selama ini memang kurang mendapat perhatian 
dari pemerintah. Sebagian lain, terutama para pendukung lawan 
politik Jokowi pesimis dengan wacana itu belummenemukan 
urgensinya dan menuding janji tersebut tak ubahnya pencitraan. 
Ada pula yang setuju dengan menambahkan usulan baru, 
misalnya soal tanggal. Muncul aspirasi dari sebagian masyarakat 
bahwa hari santri ditetapkan bukan pada 1 Muharram melainkan 
tanggal 17 Ramadhan (momen diturunkannya al-Ouran/nuzulul 
guran). Ada pula yang mengusulkan tanggal 22 Oktober dengan 
mengambil dasar peristiwa bersejarah terbitnya Resolusi Jihad. 


Salah satu ormas yang paling banyak terlibat dalam 
pergulatan wacana ini adalah Nahdlatul Ulama. Ketua Umum 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siroj 
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mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 22 
Oktober sebagai Hari Santri, bukan 1 Muharram yang merupakan 
hari besar Islam. Menurutnya, tanggal 22 Oktober lebih relevan 
karena mengandung peristiwa heroik keluarnya fatwa perang 
suci dari Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asyari dalam 
menghadang penjajah yang hendak kembali ke Indonesia yang 


baru sekitar dua bulan memproklamasikan kemerdekaannya. 


Menurut Said Agil, Resolusi Jihad yang ditetapkan KH 
Hasyim Asyari berhasil menggerakkan kaum Muslimin ketika 
itu untuk berjihad mengangkat senjata melawan sekutu sehingga 
terjadi pertempuran hebat di Surabaya pada 10 November 1945 
yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dengan menjadikan 
tanggal keluarnya Resolusi Jihad sebagai Hari Santri, PBNU ingin 
melandasi peringatan hari besar yang dijanjikan Presiden Joko 
Widodo itu dengan latar kesejarahan yang jelas. 

Aspirasi seputar hari santri menggelinding begitu saja di 
ruang publik dan turut menghangatkan semarak politik di 
musim pergantian presiden periode selanjutnya. Meski tampak 
politis, nyantanya tagihan tas realisasi janji tersebut terus bergulir 
begitu Jokowi naik ke Istana, dan melalui proses pertimbangan 
dan kajian yang cukup panjang ia memberikan hari santri itu 
tepat setahun kepemimpinannya sebagai kepala negara. 


7 Antaranews.com, PBNU Usul Hari Santri 22 Oktober, dipublikasikan pada 1 
November 2014. 
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BAB III 


PROSES MENJELANG 
KELAHIRAN KEPPRES 
22/2015 


2015 tentang Hari Santri dilakukan melalui tahapan 
diskusi dan penelahaan yang cukup panjang. Hasil 
telaah menghasilkan naskah akademis sebagai basis argumen 


Pss kelahiran Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 


pentingnya usulan Hari Santri. Bahkan, mendialogkan usulan 
Hari Santri terutama dengan sejumlah ormas Islam pun telah 
dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Diskusi dan dialog 
tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 


A. Penyusunan Naskah Akademik Hari Santri 


Naskah akademik Hari Santri disusun oleh Suwendi, saat 
itu menjabat sebagai Kepala Seksi Ketenagaan pada Subdit 
Pendidikan Diniyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
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Pesantren Kementerian Agama, bersama Marzuki Wahid, dosen 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Naskah akademik ini disusun 
berdasarkan sejumlah kajian literatur dan diskusi panjang 
terutama dengan sejumlah komunitas pondok pesantren. 


Naskah akademis setebal 20 (dua puluh) halaman ini secara 
garis besar terdiri atas beberapa bagian. Pertama, landasan 
filosofis yang menerangkan bahwa pondok pesantren merupakan 
lembaga yang memiliki dimensi beragam, yakni di samping 
sebagai lembaga pergulatan spiritual, lembaga dakwah dan 
pelestarian budaya, juga pesantren merupakan "pernyataan 
sejarah pedagogik” yang mampu mentransmisikan pesan-pesan 
substantif Islam. 


Kedua, landasan epistemologis yang menerangkan bahwa 
pesantren sebagai bagian dari komunitas bangsa juga tak 
lepas dari pengaruh-pengaruh dinamika nasional yang sedang 
berlangsung saat ini dan terperangkap dalam gelombang 
globalisasi. Demikian juga, pesantren kini sedang menghadapi 
gerakan ideologi keagamaan transnasional. 


Pesantren acap dipahami secara sterotipe sebagai sebuah 
lembaga pendidikan Islam tradisional, ortodoks dan konservatif. 
Kendatipun pernah dianggap demikian oleh sebagian orang, 
akan tetapi realitas yang berjalan hingga dewasa ini menunjukkan 
bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tetap 
survive dan masih tetap diminati oleh banyak anggota masyarakat. 

Pesantren sejak awal didirikan diniatkan dalam rangka 
mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada 
santrinya tentang moral dan spiritualitas. Beberapa nilai moralitas 
yang selalu ditekankan dalam ajaran-ajaran di pesantren adalah 
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keikhlasan (al-Ikhlash), kemandirian (al-Ptimad ala al-Nafs), 
kesederhanaan hidup (al-Igtishad), asketis (al-Zuhd), menjaga 
diri (al-Wara), dan lain-lain. 

Ketiga, landasan sosiologis yang menyajikan sejumlah 
fakta bahwa sepanjang sejarahnya, terlepas kekurangan dan 
kelemahanannya, pesantrentelah memberikan sumbangan 
yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat bangsa. 
Bukan hanya dalam kerangka pembentukan karakter positif 
bagi individu-individu anak bangsa, melainkan juga pesantren 
berperan bagi utuhnya sistem Negara Bangsa dengan seluruh 
pilar-pilarnya. 

Keempat, landasasan yuridis yang menempatkan pesantren 
menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.Hal ini ditandai 
dengan telah dimasukkannya pesantren dalam Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
kemudian dikukuhkan secara nyata dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan. Pada tanggal 18 Juni 2014, Kementerian Agama telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren pada 14 
Juli 2014. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pondok 
pesantren mendapatkan momentumnya untuk mendapatkan 
penghargaan yang semestinya dan kesetaraan dengan 
nomenklatur pendidikan lainnya, baik pada aspek kesetaraan 
regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. 
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B. FGD 1: Hotel Salak Bogor, 22-24 April 2015 


Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang 
saat itu dipimpin oleh Dr. H. Mohsen, MM, selaku leading sector 
Hari Santri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) 
Hari Santri Perspektif Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 22-24 April 2015 
bertempat di Hotel Salak The Heritage Bogor.FGD ini dihadiri 
oleh unsur Kementerian Sekretariat Negara, Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus 
Pusat Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren dari seluruh 
provinsi di Indonesia, pimpinan lembaga keagamaan Islam, 
akademisi, dan unsur Kementerian Agama RI, yang secara 
keseluruhan berjumlah 90-an orang. 


Dalam sesi pembukaan, tampil sebagai moderator adalah 
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, saat itu menjabat sebagai Kepala 
Subdit Pendidikan Diniyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren. Dalam sesi ini, diawali dengan pengantar 
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oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. 
H. Mohsen, MM. Pidato pengantar Direktur Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren, secara lengkap sebagai berikut. 


Para Hadirin yang berbahagia 


Kementerian Agama selaku unsur Pemerintah berperan 
untuk melakukan regulasi (pengaturan), rekognisi (pengakuan), 
dan fasilitasi (pembiayaan) terhadap mitra lembaga yang 
berada di bawah naungannya. Demikian juga dalam konteks 
kontribusi kalangan santri-pesantren dalam memperjuangan, 
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan NKRI ini. 


Menurut hemat kami, inisiasi Hari Santri ini sangat penting 
mengingat beberapa pertimbangan. Pertama, dalam aspek 
historis, kita semua memaklumi bersama bahwa perjuangan 
kelompok ulama-santri pesantren tidak dapat dilepaskan begitu 
saja. Sejak era pra-revolusi kemerdekaan, ulama-santri pesantren 
menjadi salah satu pusat heroisme pergerakan perlawanan 
rakyat. Para kyai dan pesantren dalam banyak peristiwa 
memimpin perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dari tirani 
penjajahan.Banyak ulama-santri yang tidak pernah padam 
melakukan perlawanan terhadap kolonial sehingga meledakkan 
perang besar sepanjang sejarah, yaitu Perang Jawa Diponegoro. 
Pasukan Pengaran Diponegoro selain terdapat para bangsawan 
juga dipenuhi para ulama-santri dari berbagai penjuru Jawa. 
Para ulama-santri itulah yang di kemudian hari meneruskan 
perjuangannya ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. 
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Dengan penetapan hari santri diharapkan kita dan 
generasi mendatang dapat mencontoh, meneladani, dan 
melanjutkan perjuangan kalangan santri-pesantren baik 
dalam mempertahankan NKRI maupun berkontrbusi dalam 
pembangunan bangsa di satu pihak, dan meneguhkan khitah 
pesantren itu sendiri agar tetap berkomitmen terhadap misi 
perjuangan para pendahulunya di sisi yang lain. 

Kedua,dalam aspek filosofis-birokratis, pemerintah 
dalam tingkat tertentu memiliki tanggung jawab moral untuk 
merekognisi atau mengakui akan kiprah dan perjuangan kalangan 
santri-pesantren, sebagaimana disebutkan di atas. Rekognisi 
pemerintah merupakan basis yang sangat kuat dan aktualisasi 
atas pengakuan masyarakat bangsa secara keseluruhan atas 
perjuangan santri-pesantren tersebut. Dengan rekognisi ini, posisi 
daya tawar santri dan pesantren dalam konteks kebangsaan tentu 
saja menjadi lebih baik. Lebih-lebih, jika mau dikatakan secara 
jujur, dikontekskan dengan afirmasi negara terhadap kalangan 
pesantren sejak Orde Lama hingga Orde Baru, belum dirasakan 
secara maksimal. Kehadiran Direktorat Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren sebagai afirmasi layanan negara kepada 
pondok pesantren baru hadir di tahun 2001, 14 (empat belas) 
tahun yang lalu. Ini berimplikasi pada lambannya pembangunan 
dalam peningkatan pondok pesantren. Dengan menginisiasi 
Hari Santri sesungguhnya pemerintah saat ini berkomitmen 
untuk memperjuangkan hak-hak pondok pesantren secara nyata. 


Dalam kaitan itu, kami memiliki pandangan bahwa inisiasi 
Hari Santri ini merupakan langkah strategis guna mendukung 
kebijakan penguatan kesetaraan untuk pondok pesantren 
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yang kami galakkan. Kebijakan kesetaraan dimaksud meliputi 
kesetaraanregulasi, kesetaraan program dan kesetaraan 
anggaran. Kesetaraan regulasi diupayakan untuk memberikan 
payung hukum dan legalitas formalitas atas layanan dengan 
tanpa mengurangi substansi atau kualitas pesantren. Kesetaraan 
program diupayakan untuk mendapatkan kepastian konkret 
berupa program atau kebijakan-kebijakan penguatan pesantren 
yang dilakukan negara. Sementara kesetaraan anggaran 
dipastikan untuk ketersediaan pembiayaan yang maksimal 
sehingga kita benar-benar memperlakukan secara adil antara 
institusi pesantren dengan institusi pendidikan lainnya. 


Para Hadirin yang berbahagia 


Mengenai inisiasi hari santri ini setidaknya ada 3 hal pokok 
yang perlu dirumuskan. Pertama, perlunya rasionalisasi dan 
sejumlah alasan baik aspek historis, sosio-politik maupun, lebih- 
lebih, sosial-keagamaan yang meyakinkan kita semua bahwa hari 
santri itu penting. Untuk hal ini, kami sudah berusaha untuk 
mengundang sejumlah narasumber, terutama dari organisasi 
massa Nahdlatul Ulama dan Muhammad serta organisasi lainnya 
untuk mencurahkan pemikirannya terkait isu ini. Kedua, waktu 
yang paling tepat untuk ditentukan sebagai hari santri itu tanggal 
dan bulan apa. Jika pak Jokowi dalam masa kampanye dulu 
berinisiasi hari santri ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, maka 
apakah tanggal tersebut masih tepat? Jika tidak, perlu diajukan 
beberapa alternatif waktu yang paling memungkinkan dan 
strategis. Ketiga, mengenai penamaan, Hari Santri (saja), Hari 
Santri Nusantara, Hari Santri Nasional atau Hari apa? Masing- 
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masing penamaan itu tentu memiliki alasan dan latarnya yang 
beragam. Bagi sebagian kita, mengusulkan penamaan Hari Santri 
Nusantara. Karena, adjektifikasi Nusantara pada Hari Santri 
sudah menunjukkan pada historisitas perjuangan santri dalam 
memperjuangan NKRI, di samping adanya tendensi penguatan 
budaya dan kultural keindonesiaan. Bagi sebagian yang lain, 
mungkin mengusulkan dengan penamaan Hari Santri (saja). 
Mengingat, perlunya term yang relatif singkat, padat, dan dapat 
difahami secara utuh, yang dalam bahasa pesantren disebut jami' 
dan mani. 


Para Hadirin yang berbahagia 

Kami selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya atas perhatian dan kehadirannya dalam 
kesempatan ini. Demikian juga kami menyampaikan permohonan 
maaf, jika terdapat banyak kekuangan. Semoga Allah SWT selalu 
membimbing kita semua ke jalan yang senantiasa diridai-Nya. 
Amin... 


Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
juga hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara 
FGD tersebut. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin 
Amin, MA mengatakan, pesantren telah berhasil membuktikan 
peranannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Posisinya 
tidak hanya sebagai lembaga keagamaan semata, tetapi juga 
lembaga pendidikan yang sangat kontributif dalam pencerdasan 
kehidupan bangsa. 
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Inisiasi Hari Santri merupakan upaya untuk meneguhkan 
eksistensi pesantren di Indonesia. Eksistensi pesantren dimaksud 
tidak hanya dalam aspek pengembangan pendidikan dan 
keagamaan semata, tetapi juga kontribusi pesantren dalam 
merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. 


Narasumber lainnya yang tampil adalah M. Hamidi, S.H., 
M.A,, Kabid Informasi dan Basis Data, Asisten Deputi Dukungan 
Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara yang didampingi oleh 
moderator Dr. H. Ainur Rofig, MA, saat itu menjabat sebagai 
Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Direktorat Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren. 


Dalam sesi itu, Hamidi secara garis besar menyatakan 
bahwa inisiasi Hari Santri yang di masa kampanye disampaikan 
oleh Joko Widodo perlu disambut dengan baik. Akan tetapi, 
selaku pemerintah, inisiasi itu perlu ada respon dari masyarakat 
terutama melalui sejumlah organisasi massa Islam. Sejauh ini, 
memang ada pro-kontra akan penetapan Hari Santri ini, termasuk 
dalam hal penentuan tanggal yang dapat ditetapkan sebagai Hari 
Santri. Menurut Hamidi, ada sebagian yang mengusulkan tanggal 
22 Oktober, 17 Ramadhan, 1 Muharam, dan beberapa tanggal 
lainnya yang diusulkan sebagai Hari Santri. 


Menurut Hamidi, inisiasi ini perlu untuk ditindaklanjuti dan 
didiskusikan bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang 
dapat diteruskan kepada Presiden. 

Narasumber lain yang tampil dalam kegiatan ini adalah 
Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia), Dr. KH. Maruf 
Amin. Dalam paparannya, selaku Ketua Umum MUI, ia sangat 
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mendukung atas inisiasi Hari Santri ini. Dukungannya ini 
didasarkan atas sejumlah alasan, di antaranya adalah untuk 
memperkuat negara dengan melibatkan peran kalangan santri 
dan pondok pesantren.Hari santri akan memberikan rekognisi 
atas perjuangan kalangan santri dan pondok pesantren terhadap 
penguatan ideologi Pancasila, di samping mendorong kalangan 
masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. 

Menurut Dr. KH. Maruf Amin, kalangan santri ini telah 
berkontrbusi nyata dan besar jasanya dalam memperjuangkan 
kemerdekaan RI sehingga perlu diapresiasi. Terkait dengan 
tanggal penentuan Hari Santri, dari MUI tidak mengusulkan. 
Namun, secara prinsip MUI sangat mendorong agar ada 
penetapan Hari Santri. 


Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini adalah Dr. 
H. Abdul Mu'ti, M.Ed, Sekretaris Umum Pengurus Pusat 
Muhammadiyah. Dalam paparannya disampaikan bahwa 
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kehadiran dirinya tidak dapat dikatakan untuk mewakili 
organisasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, namun lebih pada 
pernyataan-pernyataan pribadi dalam melihat inisiasi Hari 
Santri. Sebab, papar Abdul Mu'ti,di tingkat Pengurus Pusat 
Muhammadiyah saat itu belum dilakukan rapat dan keputusan 
sikap sebagaimana lazimnya mekanisme yang diputuskan oleh 
Pengurus Pusat Muhammadiyah. 


Dalam paparannya, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed menyatakan 
beberapa catatan penting atas inisiasi Hari Santri ini. Ia khawatir 
bahwa kelahiran kebijakan Hari Santri ini akan melahirkan 
eksklusivisme di kalangan masyarakat. Sebab, bukan tidak 
mungkin kelompok lain di luar santri akan menuntut hal serupa. 

Di samping itu, catatan penting yang disampaikan oleh 
Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed bahwa dikhawatirkan ada semacam 
gelombang politisasi yang memanfaatkan kebijakan Hari Santri 
ini. Sebagai konsekwensinya, ada bagian masyarakat di luar santri 
yang akan teralienasi secara sosial dan politik. Oleh karenanya, 
inisiasi Hari Santri ini perlu dikaji lebih serius lagi. 

Narasumber dari ormas Nahdlatul Ulama yang hadir adalah 
Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA, Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dan didampingi oleh moderator Dr. H. Sastra 
Juanda, MA, saat itu menjabat sebagai Kepala Subdit Pendidikan 
Kesetaraan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren. Dalam paparannya, Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA 
menjelaskan kronologi dan silsilah keilmuan Islam Nusantara 
mulai dari masa awal Islam hingga ilmu-ilmu keislaman 
di Indonesia sampai generasi mutakhir, sehinga kemudian 
masyarakat muslim Indonesia terkenal dengan masyarakat 
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yang moderat. Silsilah keilmuan yang dibangun pada periode 
abad ke-19 telah melahirkan semangat nasionalisme di kalangan 
ulama Nusantara yang kemudian dikaji melalui pondok-pondok 
pesantren. Kajian kitab kuning di pondok pesantren tidak dapat 
dilepaskan antara semangat nasionalisme dan keislaman itu, dari 
dulu hingga kini. 

Pasca beberapa bulan Indonesia merdeka tahun 1945, situasi 
Indonesia dihadapkan kendala yang serius akibat rencana agresi 
militer Belanda di Surabaya. Bung Karno, ketika itu, menyadari 
akan minimnya sarana peperangan dan tenaga-tenaga militer 
yang habis dalam meraih kemerdekaan. Maka, ia meminta 
fatwa dan pandangan keagamaan kepada Hadratusy Syaikh KH. 
Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta masukan dalam 
menyikapi rencana agresi Belanda itu. 

Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA memerinci secara detail 
bagaimana terjadinya resolusi jihad yang dikumandangkan 
tanggal 22 Oktober 1945. Dalam resolusi jihad itu ditegaskan 
bahwa membela tanah air dengan melawan koloni Belanda 
merupakan fardlu ainbagi seluruh masyarakat muslim dalam 
radius diperbolehkannya shalat jamak dan gashar, dan fardlu 
kifayah bagi masyarakat di luar radius itu. Fatwa resolusi jihad 
ini menegaskan akan kuatnya semangat cinta tanah air yang 
merupakan bagian dari rasa cinta terhadap agama. Antara 
nasionalisme dan keagamaan tidak bisa dipisahkan. Hal ini 
memberikan inspirasi perjuangan masyarakat Indonesia, 
khususnya kalangan ulama-santri untuk berjuang melawan 
penjajah. 
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Secara tegas dikatakan oleh Ketua Umum PBNU saat itu 
bahwa institusi dan jamaah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia 
sangat mendorong adanya Hari Santri dan mengusulkan agar 
Hari Santri ditetapkan setiap tanggal 22 Oktober. 

Setelah semua narasumber menyampaikan paparannya, sesi 
selanjutnya dilakukan perumusan kesepakatan untuk seluruh 
peserta yang hadir. Pada sesi ini, perumusan dipimpin oleh Dr. H. 
Suwendi, M.Ag, saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Ketenagaan 
pada Subdit Pendidikan Diniyah Direktorat Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren. Dalam pengantarnya, Dr. H. Suwendi, 
M.Ag menyampaikan beberapa hal penting yang perlu disepakati. 
Pertama, forum ini memutuskan setuju atau tidak setuju terhadap 
usulan Hari Santri? Jika tidak setuju, berati tidak perlu ada tindak 
lanjut. Namun, jika setuju, maka itu menjadi pertanyaan kedua, 
yakni tanggal berapa yang akan diusulkan sebagai Hari Santri? 
Ketiga, bagaimana rekomendasi yang diusulkan terhadap tanggal 
Hari Santri itu, apakah menjadi hari libur nasional atau tidak? 
Keempat, perlu disepakati nomenklatur Hari Santri, apakah Hari 
Santri (saja), Hari Santri Nasional, atau Hari Santri Nusantara? 
Kelima, perlu ada definisi siapa sesungguhnya santri itu? 

Dengan berbagai pendapat dari semua peserta yang hadir 
ketika itu, terutama atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan 
pimpinan sidang, akhirnya forum ketika itu menghasilkan 
rumusan rekomendasi yang kemudian ditandatangani oleh 
semua peserta FGD. Secara lengkap rekomendasi itu tertulis 
sebagai berikut. 
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REKOMENDASI 
PENETAPAN “HARI SANTRI” 


“FGD (Focus Group Discussion) Hari Santri Perspektif 
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam” yang dihadiri oleh 
Kementerian Sekretariat Negara, Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus 
Pusat Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren dari 
seluruh provinsi di Indonesia, pimpinan lembaga keagamaan 
Islam, akademisi, dan unsur Kementerian Agama RI yang 
diselenggarakan olehDirektorat Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI di Hotel Salak The Heritage Bogor, 
pada tanggal 22-23 April 2015 menyatakandan memberikan 
rekomendasi bahwa: 


1. Kami menyepakati bahwa Pemerintah Republik Indonesia 
dipandang penting untuk menetapkan HARI SANTRI. 
Penetapan ini didasarkan atas bukti historis perjuangan 
ulama-santri pesantren dalam merebut, mempertahankan 
dan mengisi kemerdekaan NKRI (Negara Kesatuan Republik 
Indonesia) yang sangat besar. Sejak era pra-revolusi 
kemerdekaan, ulama-santri pesantren menjadi salah satu 
pusat heroisme pergerakan perlawanan rakyat. Para kyai dan 
pesantren dalam banyak peristiwa memimpin perjuangan 
untuk kemerdekaan bangsa dari tirani penjajahan.Mereka 
tidak pernah padam melakukan perlawanan terhadap 
kolonial sehingga meledakkan perang besar dalam sepanjang 
sejarah melawan penjajah.Rekognisi pemerintah merupakan 
basis yang sangat kuat atas perjuangan santri-pesantren 
tersebut. 
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Dengan penetapan hari santridiharapkan kita dan 
generasi mendatang dapat mencontoh, meneladani, dan 
melanjutkan perjuangan ulama-santripesantren, baik dalam 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
maupun berkontribusi dalam pembangunan bangsa 
dan meneguhkan khitah pesantren itu sendiri agar tetap 
berkomitmen terhadap misi perjuangan para pendahulunya. 


Kami mengusulkan bahwa Hari Santri ditetapkan pada 
setiap tanggal 22 Oktober, sebagai penanda hari besar 
dengan tanpa menjadikannya sebagai hari libur secara 
nasional.Penentuan tanggal 22 Oktober ini merujuk pada 
tanggal 22 Oktober 1945 di mana ditetapkannya seruan 
Resolusi Jihad yang dihasilkan oleh santri-ulama pondok 
pesantren dari berbagai propinsi Indonesia yang berkumpul 
di Surabaya. Resolusi Jihad ini dikumandangkan sebagai 
jawaban para tokoh ulama pesantren yang didasarkan atas 
dalil agama Islam yang mewajibkansetiap muslim untuk 
membela tanah air dan mempertahakan Kemerdekaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. 
Resolusi jihad tersebut tidak semata-mata dimaksudkan 
sebagai perjuangan membela agama Islam saja, tetapi juga 
membela kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pertempuran 10 November 1945 merupakan 
implementasi dari Resolusi Jihad yang digaungkan oleh 
laskar ulama-santri dari berbagai daerah di garda depan 
pertempuran. Resolusi Jihad juga membahana di seluruh 
daerah. Para laskar ulama-santri terus melakukan pertem- 
puran mempertahankan daerahnya masing-masing. 
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4. Kami mengusulkan penamaan hari tersebut dengan nama 
HARI SANTRI. Terminologi SANTRI yang dimaksud di 
samping menunjukkan pada kelompok masyarakat yang 
menuntut dan mengembangkan ilmu agama pada pondok 
pesantren, juga diasosiasikan kepada warga bangsa yang 
memiliki komitmen dan perjuangan dalam menegakkan 
integritas keislaman dan keindonesiaan. 

5. Dengan ditetapkannya Hari Santri ini kami memiliki 
keyakinan kuat bahwa umat Islam di Indonesia akan 
semakin kokoh dan bersatu padu dalam memperjuangkan 
dan berkontribusi atas kemerdekaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Demikian rekomendasi ini disusun dengan penuh kesadaran 
dan tanggung jawab dengan harapan semoga Allah SWT meridai 
inisiasi penetapan Hari Santri ini. Amin. 


Bogor, 23 April 2015 


C. Surat Menteri Agama untuk Presiden RI, 23 Juni 2015 
Setelah kesepakatan dicapai dalam kegiatanFocus Group 
Discussion (FGD) Hari Santri Perspektif Lembaga Pendidikan 
Keagamaan Islam, 22-24 April 2015 di Hotel Salak The Heritage 
Bogor, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 
Dr. H. Mohsen, MM, selanjunya melaporkan kepada Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, 
MA dan kepada Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. 
Dalam pertemuan itu disampaikan agar segera dibuat surat dari 
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Menteri Agama RI kepada Presiden RI, Joko Widodo mengenai 
usulan penetapan Hari Santri. 


Atas petunjuk Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren, Dr. H. Mohsen, MM, dan Kasubdit Pendidikan 
Diniyah, Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, dan Kasubdit Pendidikan 
Pesantren, Dr. H. Ainur Rofig, MA, segera disusun draft surat 
Menteri Agama RI kepada Presiden yang dibuat oleh Dr. H. 
Suwendi, M.Ag, Kepala Seksi Ketenagaan Subdit Pendidikan 
Diniyah.Setelah proses birokrasi sebagaimana mestinya, 
akhirnya surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama 
dengan Nomor Surat MA/152/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang 
Usulan Penetapan Hari Santri. 


Adapun isi surat tersebut adalah sebagaimana berikut. 


Nomor: MA/152/2015 Jakarta, 23 Juni 2015 
Lamp. : - 


Hal  : Usulan Penetapan Hari Santri 
Kepada Yth. 

Bapak Presiden RI 

Di Jakarta 


Assalamualaikum Wr. Wb 


Dengan hormat, disampaikan bahwa Kementerian 
Agama RI telah melakukan FGD (Focus Group Discussion) 
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Hari Santri Perspektif Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam” 
yang dihadiri oleh Kementerian Sekretariat Negara, Pimpinan 
Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 
Pengurus Pusat Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren 
dari seluruh provinsi di Indonesia, pimpinan lembaga keagamaan 
Islam, akademisi, dan unsur Kementerian Agama RI yang 
diselenggarakan di Hotel Salak The Heritage Bogor, pada tanggal 
22-23 April 2015. Adapun rekomendasi sebagai hasil kegiatan 
tersebut berikut Naskah Akademis Penetapan Hari Santri 
sebagaimana terlampir. 


Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon perkenan 
Bapak untuk mempertimbangkan tanggal 22 Oktober dapat 
ditetapkan sebagai Hari Santri sehingga menjadi kebijakan yang 
memberikan kebaikan bersama. 


Demikian, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih. 


Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Menteri Agama 


Lukman Hakim Saifuddin 


D. Respon: Rapat di Menko PMK, 31 Juli 2015 


Surat Menteri Agama Nomor: MA/152/2015 tertanggal 23 
Juni 2015 direspon oleh Kementerian Koordinator Pembangunan 
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Manusia dan Kebudayaan, dengan melakukan rapat bersama 
sejumlah Kementerian/Lembaga untuk didengar dan diberikan 
tanggapan. Sebagai kementerian yang membawahi Kementerian 
Agama dan sejumlah kementerian lainnya, Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan 
koordinasi dan langkah yang tepat agar keputusan yang hendak 
dicapai oleh Presiden tidak kontraproduktif di masyarakat. Untuk 
itu, diselenggarakan pertemuan koordinasi yang diselenggarakan 
pada hari Jumat, 31 Juli 2015 bertempat di gedung Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 


Pada pertemuan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, 
MA didampingi oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren, Dr. H. Mohsen, MM, menyampaikan tentang 
pentingnya penetapan Hari Santri dan langkah-langkah yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama. Sejumlah alasan historis, 
filosofis, dan dasar regulasi serta usulan agar tanggal 22 Oktober 
dijadikan sebagai Hari Santri dikemukakan di hadapan peserta. 
Demikian juga sejumlah dukungan persetujuan dan pernyataan 
yang dihasilkan pada saat pertemuan di Hotel Salak The Heritage 
Bogor, tanggal 22-24 April 2015 dikemukakan dalam forum itu. 


Pada dasarnya, pertemuan yang berlangsung pada tanggal 
31 Juli 2015 di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan itu mendapatkan respon positif dari 
sejumlah Kementerian/Lembaga yang hadir. Namun demikian, 
masukan yang sangat berharga disampaikan oleh Kementerian 
Sekretariat Kabinet yang menyatakan bahwa untuk menghindari 
kegaduhan di masyarakat diperlukan adanya pernyataan 
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dukungan secara tertulis dari organisasi masyarakat (ormas) 
Islam yang ditandatangani oleh pimpinan setiap ormas, utamanya 
ormas yang besar. 

Hasil pertemuan ini memberikan tantangan dan sekaligus 
kesempatan bagi Kementerian Agama untuk melakukan 
konsolidasi dan sosialisasi akan inisiasi Hari Santri. Dukungan 
dari ormas itu sangat diperlukan, di samping unuk mengukur 
sejauh mana tingkat respon ormas dalam inisiasi Hari Santri 
juga menghindari pro-kontra di masyarakat jika Presiden 
menetapkan keputusan tentang Hari Santri. Atas dasar itu, 
Kementerian Agama melakukan pertemuan lanjutan dengan 
sejumlah ormas Islam. 


E. FGD 2: Hotel Arnava, Bogor, 15 Agustus 2015 


Focus Group Discussion (FGD) untuk kedua kali yang secara 
khusus membahas inisiasi Hari Santri kembali dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 15 Agustus 2015 bertempat di Hotel Arnava, 
Bogor. Pada pertemuan ini dilakukan diskusi panel yang dihadiri 
oleh sejumlah Kementerian, yakni Kementerian Agama Pusat 
dan sejumlah Kanwil Kementerian AgamaPropinsi, Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta 
Kementerian Sekretariat Kabinet. Di samping itu, hadir juga 
perwakilan atau utusan dari organisasi Islam dan profesi di 
antaranya,Mathlaul Anwar, PUI (Persatuan Umat Islam), Al- 
Washliyah, FKDMI (Forum Komunikasi Da'i Muda Indonesia), 
dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). 


Tampil sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian 
Agama, Prof. Dr. H. Nur Syams, M.Si, Direktur Jenderal 
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Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, 
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. H. 
Mohsen, MM. Sebagai moderator tampil Dr. H. Ainur Rofig, 
MA, saat itu menjabat sebagai Kasubdit Pendidikan Pesantren, 
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, saat itu menjabat sebagai Kasubdit 
Pendidikan Diniyah, Dr. H. Sastra Juanda, saat itu menjabat 
sebagai Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, dan Dr. H. Abd Azhim, 
M.Ag, saat itu menjabat sebagai Kasubdit Pendidikan Madrasah 
Diniyah Takmiliyah. 

Dalam pertemuan itu, dinyatakan bahwa inisiasi Hari Santri 
bukanlah inisiasi yang mengada-ada. Di samping fakta historis 
akan kontribusi nyata kalangan pesantren dalam merebut 
dan mempertahankan kemerdekaan, juga sebagai bagian dari 
komitmen seluruh anak bangsa untuk melestarikan pondok 
pesantren. Oleh karenanya tidak berlebihan jika Hari Santri 
diusulkan. Jika ikan saja dihargai oleh negara sehingga adaHari 
Ikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 November 
berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 3 Tahun 
2014 tentang Hari Ikan Nasional yang ketika itu ditandatangani 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Januari2014, 
maka tidak berlebihan jika kita menghargai juga kepada santri 
yang memang secara nyatatelah berkontribusi dalam membangun 
negeri ini”, ungkap Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. 

Pada dialog sesi perumusan hasil, ada sebagian kecil yang 
megusulkan agar penetapan Hari Santri dapat diusulkan pada 
tanggal 1 Muharam, 17 Ramadhan, dan sebagian besar diusulkan 
tanggal 22 Oktober. Selain itu, juga perlu dirumuskan tentang 
siapa sesungguhnya santri itu? Hari santri diputuskan sebagai 
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hari libur atau sebagai penanda saja. Di samping itu, dorongan 
kepada lapisan masyarakat dan pemerintah untuk memperingati 
Hari Santri secara massif. 


Perumusan hasil FGD didraft oleh Dr. H. Suwendi, M.Ag, 
saat itu menjadi sebagai Kepala Seksi Ketenagaan pada Subdit 
Pendidikan Diniyah, dan didampingi oleh Drs. H. Muhammad 
Zen, MA, saat itu menduduki jabatan fungsional umum pada 
subdit pendidikan pesantren.Secara lengkap hasil tersebut 
sebagai berikut. 


REKOMENDASI 
PENETAPAN “HARI SANTRI” 


“FGD (Focus Group Discussion) Hari Santri” yang dihadiri 
oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian 
Agama yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian 
Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren serta Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi, pimpinan organisasi Islam dan 
profesi di antaranya Mathlaul Anwar, PUI (Persatuan Umat 
Islam), Al-Washliyah, FKDMI (Forum Komunikasi Da'i Muda 
Indonesia), dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia),yang 
diselenggarakan olehDirektorat Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI di Hotel Arnava, Bogor, pada tanggal 
15 Agustus 2015 menyatakandan memberikan rekomendasi 
sebagai berikut: 
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Kami seluruhnya menyepakati dan mendukung penuh atas 
usulan penetapan “HARI SANTRI”, 


Terminologi yang digunakan dalam usulan ini adalah “HARI 
SANTRI” 

Di samping ditujukan kepada peserta didik yang belajar di 
pondok pesantren, kata SANTRI dalam “HARI SANTRI” 
dimaksud juga ditujukan kepada umat Islam yang memiliki 
komitmen keislaman dan keindonesiaan, 


Kami mengusulkan penetapan HARI SANTRI diperingati 
setiap tanggal 22 Oktober. Tanggal ini merujuk pada tanggal 
22 Oktober 1945 di mana ditetapkannya seruan Resolusi 
Jihad yang dihasilkan oleh santri-ulama pondok pesantren, 
madrasah, masjid, mushalla, dan pimpinan umat Islam dari 
berbagai propinsi Indonesia yang berkumpul di Surabaya. 
Atas dalil agama Islam, Resolusi Jihad mewajibkansetiap 
muslim untuk membela tanah air dan mempertahakan 
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
serangan penjajah. Resolusi jihad tersebut tidak hanya 
dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam 
saja, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran 10 November 
1945 merupakan implementasi dari Resolusi Jihad yang 
digaungkan oleh para ulama dari berbagai daerah tersebut. 


Kami mengusulkan setiap tanggal 22 Oktober dijadikan 
sebagai “HARI SANTRI” dengan tidak meliburkan aktivitas 
pemerintah dan masyarakat. 
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6. Kami mendorong pemerintah untuk segera menetapkan 
“HARI SANTRI” 

7. Dengan ditetapkannya “HARI SANTRI” Pemerintah diminta 
untuk benar-benar memberikan perhatian serius dan nyata 
untuk kalangan santri dan pondok pesantren. 

8. Dalam memperingati “HARI SANTRI”, Pemerintah dan 
umat Islam diminta untuk menyelenggarakan event dan 
kegiatan yang mencerminkan pengembangan santri secara 
maksimal. 

Demikian pernyataan dan rekomendasi ini dibuat dengan 
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Bogor, 15 Agustus 2015 


Rumusan ini memiliki makna penting dalam mendorong 
terbitnya Keputusan Presiden tentang Hari Santri. Di 
samping mengkonsolidasikan pemahaman atas inisiasi Hari 
Santri di kalangan ormas yang hadir, juga untuk melengkapi 
persyaratan dukungan secara formal dari pimpinan ormas. 
Sungguhpun demikian, pertemuan FGD saat itu belum mampu 
mengumpulkan dukungan atau pernyataan resmi dari setiap 
ormas yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari setiap 


ormas. 
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FE Surat Menteri Agama untuk Presiden, 7 September 2015 


Menindaklanjuti hasil FGD Hari Santri yang kedua kalinya 
itu, Menteri Agama RI membuat surat usulan kepada Presiden 
RI yang tertuang dalam nomor surat MA/237/2015 tanggal 7 
September 2015 tentang Penetapan Hari Santri. Draft surat ini 
disusun oleh Drs. H. Mohammad Zen, M.A, jabatan fungsional 
umum subdit Pendidikan Pesantren, atas saran dari Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. H. Mohsen, MM, 
dan Kepala Subdit Pendidikan Pesantren, Dr. H. Ainur Rofig, 
MA. Point penting yang tertera dalam surat itu perlu adanya 
dukungan kuat sebagai afirmasi pemerintah terhadap pondok 
pesantren. 

Adapun isi surat tersebut secara lengkap sebagaimana 
berikut. 


Nomor: MA/237/2015 Jakarta, 7 September 2015 
Lamp. : 1 (satu) berkas 


Hal  : Penetapan Hari Santri. 


Kepada Yth. 
Bapak Presiden RI 
Di Jakarta 


Assalamualaikum Wr. Wb 


Dengan hormat, bersama ini kami melaporkan kepada 
Bapak bahwa Kementerian Agama telah melakukan beberapa 
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kegiatan persiapan penetapan Hari Santri, antara lain melakukan 


beberapa pertemuan baik antara kementerian/instansi maupun 


dengan organisasi keagamaan Islam. 


Berkenaan dengan maksud tersebut, kami mohon perkenan 


Bapak untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri 


dan tidak menjadikannya sebagai hari libur nasional. 


Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan beberapa 


dokumen sebagai berikut. 


1. Naskah Akademik Hari Santri, 


2. Surat rekomendasi/pernyataan dukungan dari organisasi 


keagamaan Islam, 


3. Draft Keputusan Presiden Hari Santri, 


4. Program yang mendukung Hari Santri antara lain: 


a. 


44 


Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) mulai 
tahun 2005: 

Perkemahan Pramuka Santri Nasional (PPSN) mulai 
tahun 2006, 

Musabagah Oira'atil Kutub (MOK) mulai tahun 2006, 


Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren 
Nasional (PPSN) mulai tahun 2007, 


Pekan Olah Raga dan Seni Santri Madrasah Diniyah 
Takmiliya (Porsadin, mulai tahun 2014: dan 


Beasiswa Santri Tahfizhul Guran mulai tahun 2015, 
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Demikian, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih. 


Wassalam 


Menteri Agama 


Lukman Hakim Saifuddin 


G. Konsolidasi Ormas 


Petang yang Penuh Makna 

Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2015 pukul 16.30- 
18.15 bertempat di gedung PBNU diselenggarakan pertemuan 
informal antara Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren yang dihadiri oleh Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, 
saat itu menjabat Kepala Subdit Pendidikan Diniyah, dan Dr. 
H. Suwendi, M.Ag, saat itu Kepala Seksi Keteagaan subdit 
Pendidikan Diniyah,dengan pihak PBNU yang dihadiri H. 
Helmy Faishal Zen,Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Imam 
Pituduh, Wakil Ketua PBNU, terkait inisiasi Hari Santri. 


Pada awalnya, pertemuan ini bukanlah pertemuan yang 
didesain sedemikian rupa. Akan tetapi, secara tidak sengaja 
terjadi. Pasalnya, menjelang akhir kerja di hari itu, terdapat 
informasi akan diadakannya pertemuan antara Dr. H. Ainur 
Rofig, MA, kepala Subdit Pendidikan Pesantren, dengan H. 
Helmy Faishal Zen,Sekretaris Jenderal PBNU. Namun, rencana 
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pertemuan itu hampir tidak akan terjadi, sebab Dr. H. Ainur 
Rofig, MA tidak dapat menghadiri atas suatu keperluan tertentu, 
sementara H. Helmy Faishal Zen siap hadir dan telah menunggu. 
Secara spontan, Dr. H. Suwendi, M.Ag menyampaikan kondisi 
seperti itu kepada Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, kepala Subdit 
Pendidikan Diniyah, yang dinilai sebagai peluang untuk 
melengkapi kebutuhan dalam inisiasi Hari Santri. Dengan tanpa 
berfikir panjang, sore itu juga Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd dan 
Dr. H. Suwendi, M.Ag, segera merapat ke gedung PBNU untuk 
tetap melanjutkan pertemuan. 

Pada pertemuan itu, terdapat saling tukar menukar informasi 
dan saling memahami untuk menyegerakan pemenuhan 
kebutuhan usulan Hari Santri kepada Presiden. Di antara 
kebutuhan mendesak untuk pengusulan ini adalah dukungan 
tertulis dari setiap ormas yang ditandatangani oleh pimpinan 
masing-masing. Menyadari hal ini, PBNU yang memang antusias 
atas inisiasi Hari Santri ini menyatakan akan membantu untuk 
memenuhi hal ini. Sebab, PBNU di samping untuk atas nama 
lembaganya sendiri, juga ia menjadi koordinator sejumlah ormas 
yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas 
Islam). 

Sungguh, pertemuan di petang itu memiliki makna yang 
strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam lahirnya Keputusan 
Presiden tentang Hari Santri. Dukungan dan sikap pernyataan 


secara resmi dari setiap ormas dan ditandatangani oleh pimpinan 
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ormas yang bersangkutan menjadi kata kunci lahirnya Keputusan 


Presiden itu. 


Bergerak untuk dukungan 


Atas pertemuan yang diselenggarakan di gedung PBNU pada 
hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2015, pengurus PBNU segera 
menyiapkan pertemuan dengan sejumlah ormas yang tergabung 
dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam). Persiapan 
hanya dilakukan selang 1 (satu) hari kerja setelah pertemuan 
tanggal 2 Oktober itu. 


Pertemuan antara PBNU dengan sejumlah ormas Islam 
berlangsung pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2015 di gedung 
PBNU dengan dihadiri oleh 13pimpinan ormas dari undangan 15 
ormas Islam.Ke-13 ormas Islam itu adalah NU, Persis, Al-Irsyad 
Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, PITI (Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia), IKADI, Syarikat Islam Indonesia, 
Al-Washliyah, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Azzikra, 
PUI (Persatuan Umat Islam), dan Bina Muallaf. 

Pada pertemuan itu, seluruh ormas yang hadir menyatakan 
penting dan mendukung atas rencana Hari Santri. Mereka 
sepakat untuk mengusulkan agar hari santri ditetapkan setiap 
tanggal 22 Oktober merujuk pada lahirnya Resolusi Jihad yang 
digagas oleh Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asyari. 


Pasca pertemuan antara PBNU dengan 13 ormas yang 


tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) 
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di gedung PBNU, sejumlah pimpinan ormas diundang dalam 
pertemuan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 
Pertemuan diadakan pada tanggal 6 Oktober 2015 di ruang 
rapat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jl. Lapangan Banteng 
Kav.3-4 lantai 7 pada pukul 13.00 hingga 14.30. Hadir dalam 
pertemuan itu, dari Kementerian Agama yakni Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, 
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Ishom Yusgi, 
MA, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. H. 
Mohsen, MM, dan sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan 
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 

Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, mendorong dan 
mengajak pimpinan ormas Islam untuk memberikan dukungan 
atas inisiasi lahirnya Keputusan Presiden tentang Hari Santri, 
dengan pernyataan secara resmi dan ditandatangani oleh 
pimpinan masing-masing. Seluruh ormas menyatakan siap 
memberikan dukungan dan menyetujui akan lahirnya Keputusan 
Presiden tentang Hari Santri. Salah satu pimpinan ormas yang 
hadir menyatakan bahwa kelahiran Keputusan Presiden tentang 
Hari Santri nanti diharapkan mampu mendorong komitmen 
pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk memberikan 
perhatian terhadap kalangan pondok pesantren. Pesantren yang 
telah lahir sebelum Indonesia merdeka, komitmen pemerintah 


dirasakan masih belum maksimal dibanding dengan afirmasi 
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pemerintah untuk layanan pendidikan formal seperti sekolah 


atau madrasah. 


Pasca pertemuan itu, mulai tanggal 7 Oktober 2015 
berdatangan pernyataan sikap dan dukungan akan lahirnya 
Keputusan Presiden tentang Hari Santri. Surat-surat dukungan 
itu dikirim langsung, melalui faximiledan email yang terkumpul 
di Dr. H. Suwendi, M.Ag. Surat dukungan itu segera disampaikan 
kepada Sekretariat Negara untuk menujukkan bahwa kelahiran 
Keputusan Presiden tentang Hari Santri itu memang didukung 
oleh sebagian besar ormas Islam dan sangat minim resistensinya. 
Tentu, dengan adanya dukungan formal itu menambah kekuatan 
semangat bagi Kementerian Agama untuk terus berjuang 


melahirkan Keputusan Presiden tentang Hari Santri. 


Dirjen Pendis ke Muhammadiyah 


Meski sejumlah dukungan terus mengalir dari sejumlah 
ormas Islam, Pengurus Pusat Muhammadiyah tidak memberikan 
dukungan atas lahirnya Keputusan Presiden tentang Hari Santri 
ini. Hal ini menjadi konsentrasi tersendiri bagi Kementerian 
Agama untuk mengkomunikasikan dan mengajak agar dapat 
memberikan dukungan atas inisiasi ini. Untuk itu, pada hari 
Jumat tanggal 9 Oktober 2015, Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, didampingi 
oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. 
H. Mohsen, MM, Kepala Subdit Pendidikan Pesantren, Dr. H. 
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Ainurrofig, MA, dan Kepala Seksi Kurikulum Subdit Pendidikan 
Pesantren, Drs. H. Nurul Islam, MA, melakukan silaturahim dan 
penyamaan persepsi terkait Hari Santri. 

Sungguhpun demikian, Pengurus Pusat Muhammadiyah 
hingga Deklarasi Hari Santri dilakukan tidak memberikan 
dukungan atas lahirnya Keputusan Presiden tentang Hari Santri 


ini. 
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BAB IV 


DETIK-DETIK KELAHIRAN 
PERPRES 22/2015 


emilu presiden yang digelar pada 9 Juli 2014 telah 
P mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih 

setelah suara yang mendukungnya mencapai 53,15 persen 
mengalahkan calon presiden rivalnya Prabowo Subianto. Upacara 
pelantikan Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 bersama 
pasangannya Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dilangsungkan 
di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 
pagi. Prosesi pengukuhan ini menandai secara resmi dimulainya 
jabatan kepresidenan untuk periode 2014-2019. Sisa-sisa riuhnya 
masa kampanye pemilu presiden pun muncul ke permukaan 
lagi. Publik ramai-ramai mengingatkan dan membeberkan 
kembali janji Jokowi yang terucap selama rentang masa promosi 
pencalonan dirinya sebagai orang nomor satu di Indonesia. 
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Di antara janji Jokowi yang dimunculkan itu adalah 
komitmen Jokowi untuk menetapkan hari santri nasional. Suara 
pengingat tersebut muncul dari berbagai kalangan, termasuk 
pesantren-pesantren dan ormas-ormas Islam seperti Majelis 
Ulama Indonesia (MUI). Baru sehari setelah pelantikan presiden, 
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang waktu itu 
juga sekaligus ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
menagih Presiden Jokowi yang akan menetapkan hari santri 
nasional setiap tahunnya. MUI menghendaki hari nasional 
tersebut diumumkan bersamaan dengan digelarnya acara Tahun 
baru Islam 1436 Hijriah di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 26 
Oktober 2014. 


Pada statemen berikutnya Din juga menyatakan bahwa 
dirinya mendukung pencanangan hari santri lantaran dinilai 
sebagai langkah yang bagus. Hal tersebut diungkapkan sehari 
menjelang perayaan Tahun Baru Islam 1436 H yang digelar MUI 
di Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya, pencanangan ini 
tidak harus pada tanggal 1 Muharram, tetapi bisa pada tanggal 
kapan saja, yang terpenting adalah esensinya. Din saat itu 
juga mengatakan bahwa Hari Santri adalah bukan isu terkait 
MUI pada janji Presiden Jokowi ketika berkampanye, tetapi 
mendukung langkah tersebut jika memang akan dicanangkan. Ia 
menjelaskan hal itu sehari menjelang perayaan tahun baru hijriah 
oleh MUI di Gelora Bung Karno, Jakarta.” Meskipun, setahun 


8 Merdeka.com, MUI Tagih Janji Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional, 
dipublikasikan pada 22 Oktober 2014, pukul 00.03 WIB. 

9 Republika.co.id, MUI Dukung Jokowi Canangkan Hari Santri, dipublikasikan 
pada 25 Oktober 2014, pukul 13:15 WIB. 
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kemudian Din mengajukan penolakan ditetapkannya hari santri 
dengan mengirim surat kepada Presiden dengan sejumlah alasan. 


Upaya MUI menagih janji Jokowi soal pencanangan hari 
santri disusul seruan-seruan serupa dari kalangan mahasiswa dan 
ormas lain. Di Sampang, Madura, sejumlah aktivis mahasiswa 
menunggu janji Presiden Joko Widodo untuk menjadikan 1 
Muharram sebagai hari Santri Nasional. Guna mengingatkan 
masyarakat akan janji presiden tersebut, mahasiswa di Sampang 
menyebarkan pesan melalui jejaring sosial. Jokowi ditantang 
membuktikan komitmennya setelah resmi berkuasa sebagai 
presiden. Selain para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia, penagihan janji dilontarkan pula oleh Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). GMNI berharap 
Presiden Jokowi yang saat itu baru empat hari dilantik tidak 
lupa dengan komitmen menetapkan hari santri nasional." Ketika 
itu wacana yang menguat adalah penetapan hari santri nasional 
pada 1 Muharram seiring dengan dekatnya momen tahun baru 
hijriah, yakni pada 26 Oktober 2014. 

Hal yang sama disuarakan oleh ormas selain MUI, semisal 
Nahdlatul Ulama. Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama 
yang diselenggarakan PBNU di Masjid Istiglal, Jakarta, pada 14 
Juni 2015, aspirasi tersebut kembali mencuat. Pada forum yang 
dihadiri Presiden Jokowi itu Ketua Umum PBNU KH Said Agil 
Siroj untuk kesekian kalinya menegaskan tentang keinginannya 
tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Alasannya, 


10  Beritajatim.com, Mahasiswa Sampang Tagih Hari Santri Nasional, dipublikasikan 
pada 24 Oktober 2014, pukul 22:09:06 WIB. 
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tanggal tersebut merupakan hari terbitnya fatwa “Resolusi Jihad”, 
momen bersejarah bagi perjuangan para santri dalam mengusir 
penjajah dari Bumi Pertiwi. Ketika mendapat giliran berpidato, 
Jokowi mengaku tak lupa dengan aspirasi itu. Ia memberikan 
penjelasan tentang mengapa hingga detik itu pencanangan hari 
santri belum diputuskan. Menurutnya, wacana soal tanggal 
yang dipilih masih bervariasi, dan pemerintah sedang mengaji 
lebih jauh momen yang paling tepat untuk dijadikan hari santri 
nasional."' 


Hari-hari berikutnya suara yang sama terus muncul di ranah 
publik. Pondok pesantren di berbagai daerah, terutama pada 
forum-forum publik, tak segan-segan mendesak pemerintah 
merealisasikan hari santri sebagai penanda sejarah kesetiaan 
umat Islam Indonesia kepada tanah airnya. Penetapan hari santri 
juga dinilai sebagai bentuk pengakuan negara atas kiprah dan 
kontribusi mereka tidak hanya dalam hal pendidikan tapi juga 
aspek-aspek lain mencakup budaya, sosial, dan politik. Hingga 
akhirnya wacana tanggal 22 Oktober sebagai tanggal paling pas 
ditetapkannya hari santri semakin menguat. 

Kementerian Agama mencermati dan menangkap dengan 
baik aspirasi yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, Kemenag 
secara proaktif memfaslitasi terwujudnya hari santri itu. Usaha- 
usaha yang dilakukan meliputi diskusi-diskusi baik secara internal 
maupun publik, mengunjungi para pimpinan lintas ormas Islam, 
menyusun naskah akademik, hingga mengomunikasikannya 


11  Nu.or.id, Komentar Jokowi saat Ditagih Penetapan Hari Santri, dipublikan pada 
14 Juni 2015. 
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dengan Presiden Jokowi. Meski diwarnai sedikit pro dan kontra, 
sari pati dari berbagai upaya itu akhirnya mengerucut pada 
kesimpulan bahwa hari santri memiliki landasan yang sahih 
dan kuat untuk ditetapkan dan hari yang dipilih adalah tanggal 
22 Oktober, merujuk pada peristiwa heroik seruan perang 
suci “Resolusi Jihad” yang menandai sinergitas jiwa Islam dan 
patriotisme. 


Dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, 
Kamaruddin Amin, memberikan penjelasan dengan cukup 
rinci.? Menurutnya, awal kemunculan keputusan Hari Santri 
Nasional(HSN) adalah agar negara hadir dan memberikan 
perhatian, pengembangan terhadap santri dan pesantren dan 
juga memperhatian anggaran pendidikan. Pesantren didorong 
dapat hadir menjadi driving force yang dapat mengintegrasikan 
ideologi sosiologis dan politik kepada seluruh umat Islam 
Indonesia. 


Kamaruddin Amin menjelaskan, setidaknya ada 5 alasan 
penetapan Hari Santri Nasional. Pertama, sebagai pemaknaan 
sejarah Indonesia yang genuine dan authentic yang tidak 
terpisahkan dari episteme bangsa, di mana Indonesia tidak hanya 
dibangun dengan senjata, darah dan air mata, tetapi berdiri karena 
keikhlasan dan perjuangan para santri relijius yang berdarah 
merah putih, sebagaimana dengan sempurna dilakonkan 
oleh Muhammad Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, A Hassan, 
Muhammad Nasir, Cokroaminoto, dan tokoh besar lainnya. 


12  Kemenag.go.id, 5 Alasan Penetapan Hari Santri, dipublikasikan pada 19 Oktober 
2015, pukul 15:58 WIB. 
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Kedua, secara sosio-politik mengonfirmasi kekuatan relasi 
Islam dan negara. Indonesia dapat menjadi model dunia tentang 
hubungan Islam dan negara, Ketiga, meneguhkan persatuan umat 
Islam yang telah terafiliasi dan menyejarah dalam ormas Islam 
dan parpol yang berbeda, perbedaan melebur dalam kesantrian 
yang sama. Keempat, pengarusutamaan (mainstreaming) santri 
yang berpotensi termarjinalkan oleh derasnya arus globalisasi. 


Kelima, menegaskan distingsi Indonesia yang relijius 
demokratis atau upaya merawat dan mempertahakan religiusitas 
Indonesia yang demokratis di tengah kontestasi pengaruh ideologi 
agama global yang cendrung ekstrim radikal. Bagi Kamaruddin, 
Islam Indonesia kontemporer yang demokratis, progresif, 
moderat, toleran, inklusif, apresiatif terhadap diversitas budaya 
dan agama tidak bisa dilepaskan dari kontribusi fundamental 
para santri. Penetapan hari santri tentu tidak hanya bersifat 
simbolik formalistik, tetapi dalam bentuk afirmasi realistis 
terhadap komunitas santri, kata Kamaruddin Amin. 


Istiglal yang Menggema 


Dengung aspirasi berbagai kalangan dan perjuangan 
Kemenag membuahkan hasil. Setelah melalui kajian yang panjang 
dan seksama pihak Istana bersedia menetapkan hari santri. 
Informasi tentang disetujuinya wacana itu terdengar beberapa 
hari menjelang 22 Oktober 2015. Kabar gembira tersebut sampai 
ke telinga para pejabat Kemenag, pimpinan ormas-ormas Islam, 
dan selanjutnya menjalar ke masyarakat lebih luas. Seiring itu 
datang pula laporan bahwa perayaan dan momen deklarasi 
pencanangan hari santri bakal digelar di Masjid Istiglal tetap 
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pada 22 Oktober 2015. Ini kabar gembira tapi sekaligus tantangan 
bagi Kemenag selaku fasilitator karena informasi tergolong cukup 
mendadak sementara persiapan masih jauh dari kata “siap” 


Ainur Rofig selaku Kepala Subdit Pendidikan Pesantren, 
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengaku 
agak kaget mendengar informasi tersebut. Sebab, Presiden sudah 
mewanti-wanti tak akan menandatangani Keputusan Presiden 
(Kepres) tentang Hari Santri sebelum ada bukti dukungan dari 
ormas-ormas Islam. Ia sedikit pesimis tahun 2015 deklarasi 
itu digaungkan mengingat Muhammadiyah sebagai ormas 
Islam terbesar kedua belum menerima secara penuh. Namun, 
pimpinan dari 13 ormas yang tergabung dalam Lembaga 
Persahabatan Ormas Islam (LPOI) akhirnya membubuhkan 
tanda tangan dan dengan demikian melicinkan tekad Jokowi 
untuk menandatangani Kepres tentang Hari Santri. Presiden 
Jokowi menetapkan Hari Santri jatuh setiap 22 Oktober melalui 
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tertanggal 15 Oktober 
2015. 


Pihaknya memang tengah menyiapkan berbagai hal untuk 
menyongsong hari santri—bukan deklarasinya itu sendiri— 
termasuk anggaran, lokasi, dan desain acaranya. Beberapa 
lokasi di Jakarta sempat dipilih Direktorat PD Pontren untuk 
kegiatan itu, antara lain di gedung Jakarta Convention Center 
(CC), Gelora Bung Karno (GBK), lalu Pekan Raya Jakarta (PRJ) 
Kemayoran. Hingga datang informasi tentang rencana deklarasi 
hari santri yang tinggal beberapa hari lagi, muncul usulan acara 
diselenggaraan di Istana Negara, kemudian berubah secara cepat 
menjadi di Masjid Istiglal. 
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Alasan perubahan lokasi deklarasi dari Istana ke Masjid 
Istiglal, menurut Ainur Rofig, adalah lantaran Istana di hari 
yang sama digunakan untuk menyambut tamu penting dari luar 
negeri. Menurutnya, perubahan ini wajar karena sangat sulit 
mengubah dengan sekejap desain tempat dari semula untuk 
menerima lawatan tamu menjadi untuk deklarasi hari santri. 
Yang paling logis adalah memindahkannya ke tempat lain. Pilihan 
Masjid Istiglal juga membawa keuntungan bagi Presiden Jokowi 
karena lokasinya yang lebih terbuka membuat lebih banyak orang 
yang bisa ikut menyaksikan sekaligus menyemarakkan deklarasi 
hari spesial itu. 


Pada 22 Oktober 2015, Indonesia mendapat kunjungan Ratu 
Margrethe II dan Pangeran Consort dari Denmark sekitar pukul 
10.30 WIB. Mereka disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan Ibu 
Negara Iriana Joko Widodo di halaman Istana Merdeka. Dalam 
momen itu berlangsung penandatanganan beberapa perjanjian 
kerja sama antarkedua negara, di antaranya bidang transportasi 
yang ditandatangani Menlu Indonesia dan Menlu Denmark, 
bidang maritim yang ditandatangani oleh Menko Kemaritimin 
dan Menlu Denmark, bidang kebudayaaan ditandatangani oleh 
Mendikbud Indonesia dan Menlu Denmark, serta kerja sama 
di bidang Energi Bersih dan Terbarukan dan konservasi energi 
oleh Menteri Sudirman Said dan Menteri Energi, Utilitas, dan 
Iklim Denmark." 


13  Setkab.go.id, Presiden Jokowi Dan Ibu Negara Sambut Kunjungan Ratu Denmark, 
dipublikasikan pada 22 Oktober 2015. 
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Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, 
kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia adalah yang pertama 
kalinya dilakukan sejak kedua negara membuka hubungan 
diplomatik selama 65 tahun. Dia mengungkapkan, pertemuan 
dengan Ratu Denmark ini sangat penting dan berarti tak hanya 
bagi Indonesia, tetapi juga bagi Denmark. Pasalnya, rombongan 
Kerajaan Denmark turut membawa 99 orang delegasi termasuk 
pengusaha ke Jakarta. Kunjungan ke Indonesia ini juga menjadi 
sorotan dari media Denmark lantaran Ratu Denmark jarang 
sekali melakukan kunjungan kenegaraan setiap tahunnya. 
Terlebih lagi, pada kunjungan kali ini, Ratu Denmark akan 
berkeliling ke tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya." 


Ainur Rofig berpendapat perpindahan lokasi dari Istana 
Merdeka ke Masjid Istiglal sebetulnya lebih dari sekadar alasan 
teknis. Baginya, Presiden sebetulnya ingin bertatap muka dengan 
lebih banyak santri dan itu lebih memungkinkan bila acara 
deklarasi dihelat di masjid ketimbang di Istana yang terkenal 
dengan protokolernya yang ketat. Selain aksesnya yang relatif 
terbuka, Masjid Istiglal juga mampu menampung lebih dari 
200 ribu jamaah. Ditambah lokasinya yang tak jauh dari Istana 
Merdeka memungkinkan Presiden untuk datang dengan segera 
begitu kunjungan tamu dari Denmark usai. 


Sekitar 25 ribu massa berhasil dihimpun pihak Kemenag 
di Masjid Istiglal, ditambah mereka yang datang tanpa melalui 
mobilisasi. Mereka datang berbus-bus dari Jabodetabek. 


14 Kompas.com, Bertemu Ratu Denmark, Jokowi Lebih Banyak Bicara Batik, 
dipublikasikan pada 22 Oktober 2015, pukul 12:38 WIB. 
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Sejumlah santri dan pelajar dari berbagai daerah berbondong- 
bondong menuju masjid nasional itu dan pejabat-pejabat 
Kemenag di daerah juga turut diundang menyaksikan detik-detik 
pembacaan deklarasi hari santri. Meski tergolong mendadak, 
acara tersebut cukup sukses. Peserta deklarasi memenuhi 
Masjid Istiglal, meluber ke halaman, dan dengan sendirinya juga 
menarik sejumlah pedagang datang menajajakan dagangannya 
di sekitar lokasi. Alhasil, deklarasi berlangsung semarak dan 
penuh khidmah. 


Susunan acara dalam perhelatan tersebut didesain secara 
sederhana. Acara pun memuat sederet acara lazimnya forum- 
forum formal lainnya, seperti pembacaan dengan membaca Surat 
al-Fatihah bersama, lantunan ayat suci al-Guran, menyanyikan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan 
deklarasi oleh Presiden Jokowi. Peserta memadati ruang utama 
Masjid Istiglal baik lantai satu maupun dua. Mereka duduk 
lesehan sambil menghadap panggung yang berada tepat di 
depan mihrab. Di atas panggung yang tak terlalu tinggi itu 
terbentang spanduk bertuliskan “Deklarasi Hari Santri” Hal 
ini sesuai dengan bunyi Kepres Nomor 22 Tahun 2015 yang 
menyebut “Hari Santri” bukan “Hari Santri Nasional” —meski 
secara subtansi keduanya tidak berbeda secara tajam. 


Salah satu yang paling menarik dalam perhelatan tersebut 
adalah gemuruh Shalawat Badar dari para santri yang memadati 
masjid, begitu Presiden Joko Widodo rampung membacakan 
deklarasi. Para santri yang memenuhi masjid Istiglal sontak 
mengumandangkan shalawat Badar begitu Presiden Jokowi 
secara resmi mendeklarasikan Hari Santri Nasional. Raut 
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gembira dan bangga tampak jelas di wajah mereka. Shalawat 
Badar merupakan salah satu shalawat yang sangat populer di 
kalangan pondok pesantren. Shalawat ini diciptakan oleh KH 
Ali Manshur asal Tuban, Jawa Timur, yang memuat semangat 
perang Badar Rasulullah. Shalawat Badar yang menggema pasca- 
deklarasi menandai kegembiraan dan spirit perjuangan yang 
menggelora pada diri para santri. 


Amanat Presiden Jokowi 


Selain santri dan pejabat Kemenag pusat dan daerah, majelis 
tersebut juga dihadiri para ulama, tokoh-tokoh organisasi ormas 
Islam, para duta besar negara-negara sahabat, dan para menteri 
Kabinet Kerja. Di hadapan mereka dan sejumlah kamera media 
massa, Presiden Joko Widodo menyinggung sejarah, kiprah, 
dan tokoh-tokoh dari kalangan pesantren tentang kontribusinya 
terhadap bangsa dan negara. 


Ia mengatakan, perjuangan Republik Indonesia tidak akan 
pernah terwujud apabila tidak ada semangat jihad, semangat 
jihad keindonesiaan, semangat jihad kebangsaan, atau semangat 
jihad untuk kemerdekaan dan untuk kemajuan Indonesia 
yang hidup di dada elemen bangsa. Perjuangan kemerdekaan 
Indonesia juga tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada 
cita-cita bersama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita semua ikut 
menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan 
sosial. 
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Sejarah mencatat para santri telah mewakafkan hidupnya 
untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Para santri dengan 
caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen 
bangsa melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah- 
daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan tentang arti 
kemerdekaan. 


Jokowi menyebut sejumlah contoh nama yang ia nilai 
memiliki peran historis penting, antara lain KH Hasyim Asari 
(Nahdlatul Ulama), KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH 
Ahmad Hasan (Pesis), Syekh Ahmad Suropati (Al Irsyad), dan 
Kiai Mas Abdurahman (Mathlaul Anwar). Ia juga menyebut 17 
nama perwira PETA yang berasal dari kalangan santri: Kiai M 
Basumi, Kiai Sutalaksana, Kiai Parjangan dari Priangan, Kiai 
Hamid dari Priangan, Kiai Aruji Kartawinata dari Priangan, Kiai 
Mas Poer dari Bojonegoro, Kiai Khalig Hasim dari Gresik, Kiai 
Tubagus Ahmad Khatib dari Banten, Kiai Oyong Ternaja dari 
Banten, Kiai Syam'un dari Banten, Kiai Mas Mulyadi Joyomartono 
dari Solo, Kiai Idris dari Yogya, Kiai Abdulan Bin Nuh dari Bogor, 
Kiai Iskandar Sulaiman dari Malang, Kiai Nurjadman dari Tegal, 
Kiai Amin Jafar dari Madura, Kiai Abdul Hamid Mudari dari 
Sumenep. Mereka adalah nama-nama perwira PETA berpangkat 
Mayor yang memimpin batalyon yang memberikan kontribusi 
yang besar dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Republik 
Indonesia. 


Untuk itu dengan seluruh pertimbangan, pemerintah 
menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. 
Jokowi berharap penetapan Hari Santri sebagai pemacu 
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generasi penerus bangsa ini untuk selalu ingat dan meneladani 
semangat jihad keindonesiaan para pendahulu. Ia mendorong 
para santri masa kini dan masa depan, baik yang di pesantren 
maupun yang diluar pesantren dan seluruh anak bangsa, agar 
dapat memperkuat jiwa religius keislaman dan sekaligus juga 
jiwa nasionalisme. Dengan mewarisi semangat ini para santri 
diharapkan selalu ingat akan pentingnya berjihad untuk tanah 
air dan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Para santri juga diingatkan untuk senantiasa 
meningkatkan pengetahuan dan teknologi demi kemajuan 
bangsa dan negara. Dengan demikian, kita akan semakin optimis 
menghadapi tantangan yang ada di depan kita. 


Dengan kesadaran itu Jokowi menyakini Hari Santri tidak 
akan menimbulkan sekat-sekat sosial ataupun memicu polarisasi 
antarsantri dengan non-santri. Tapi sebaliknya akan memperkuat 
semangat kebangsaan, akan mempertebal rasa cinta tanah air, 
akan memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali 
persaudaraan kita. Baginya, semangat ini adalah semangat 
menyatukan. Mantan wali kota Solo ini percaya bahwa dalam 
keragaman Indonesia melekat nilai-nilai untuk saling meng- 
hargai, saling menguatkan tali persaudaran antar anak bangsa. 


Pesan Menteri Agama 

Senada dengan itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
dalam sambutannya menyampaikan bahwa Keputusan Presiden 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri menjadi babak baru 
dalam sejarah umat Islam Indonesia. Mulai hari ini, setiap tahun 
ke depan, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Santri yang 
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merupakan cermin relasi mutual dan fungsional antara negara 
dan umat Islam, khususnya kalangan santri. 


Selama ini kalender pemerintah yang menggunakan 
hitungan Masehi selalu mencantumkan tanggal merah ketika 
bertepatan dengan 1 Hijriyah sebagai Tahun Baru Islam. Tanggal 
itu memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang 
mempertemukan dua kelompok umat Islam, kaum muhajirin dari 
Mekkah dan kaum anshar sebagai penghuni Madinah. Penduduk 
Madinah atau kaum Anshar tidak mempersoalkan momentum 
itu disebut Hijriyah yang identik dengan kaum muhajirin. 
Sebaliknya, momentum itu menghasilkan persaudaraan dan 
persahabatan luar biasa sehingga kedua pihak saling berkontribusi 
membangun masyarakat madani yang kemudian menjadi contoh 
ideal peradaban dunia. 


Belajar dari sejarah itulah, pemerintah layak memberikan 
apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata 
memberikan andil bagi terbentuk dan terjaganya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walhasil, peringatan Hari 
Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh eksistensi 
semua elemen bangsa agar saling berkontribusi mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, 
berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan. 

Menurut Lukman, Hari Santri merujuk pada keluarnya 
Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya 
peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian 
diperingati sebagai Hari Pahlawan. Resolusi Jihad adalah seruan 
ulama-santri NU yang mewajibkan setiap muslim Indonesia 
untuk membela Tanah Air dan mempertahankan NKRI. Seruan 
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itu menyuntik semangat para pejuang kita untuk menjaga 
kedaulatan bangsa,mempertahankan kemerdekaan RI, dan 
menolak penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan. 


Pada kenyataannya, Resolusi Jihad itu telah melebur sekat 
antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis, dan seterusnya di 
kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang. Resolusi 
Jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat 
vertikal (hablun minallah) dengan kepentingan bersama yang 
bersifat horizontal (hablun minannas) melalui fatwa ulama yang 
mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap relijius. 


Spirit yang ada dalam Resolusi Jihad adalah membebaskan 
diri dari p enjajahan supaya bangsa Indonesia bisa 
membangun negara sesuai cita-cita bersama yang termaktub 
dalam UUD 1945. Inilah intisari jihad, yakni melawan segala 
penindasan fisik dan non fisik yang menghalangi terwujudnya 
negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks 
sekarang, jihad itu berarti membebaskan dari kebodohan, 
korupsi, anarkisme, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya 
yang menghalangi kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang 
melatarbelakangi pengusulan Hari Santri. 


Lukman berpendapat, sudah lama kaum santri terpinggirkan 
oleh sistem dan rezim. Bukan saja pendidikannya kurang 
diperhatikan, bahkan di antara mereka pun sedikit sekali yang 
dicatat namanya sebagai pahlawan. Padahal jasa kaum santri 
amat besar dalam berdiri dan bertahannya NKRI yang dapat 
dilihat pada segala aspek. Di bidang pendidikan, misalnya, 
Dr Sutomo pendiri perkumpulan Budi Utomo pada 1908, 
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mengatakan, “Sebelum pemerintah Hindia Belanda membuka 
sekolah, pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan, 
menjadi mata air bagi bangsa kita sebulat-bulatnya” Di bidang 
politik, kaum santri terlibat aktif dalam merumuskan dan 
memelihara konstitusi yang menjadi landasan bangsa Indonesia 
untuk bernegara. 


Karena itu, penetapan Hari Santri merupakan apresiasi tinggi 
dari pemerintah bagi kalangan santri yang demikian besarnya 
jasanya bagi republik ini. Namun lebih dari sekadar apresiasi, 
kata Lukman, Hari Santri ini wujud komitmen pemerintah 
untuk mengangkat harkat martabat kaum santri yang selama ini 
termarjinalkan dan dipersepsikan sebagai kelompok terbelakang 
alias puritan. Pemerintah saat ini ingin mengubah santri dari 
sekadar objek komoditas politik menjadi subyek penggerak 
pembangunan dan kemajuan Indonesia. 


Langkah-langkah itu telah dimulai dengan peningkatan 
mutu pendidikan Islam, pemberdayaan pesantren, dan 
penguatan ekonomi umat. Kementerian Agama telah bekerja 
sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar pesantren 
mendapatkan perhatian yang layak dalam program pendidikan 
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah 
mengupayakan agar para santri dan lulusan lembaga pendidikan 
Islam memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah kompetisi 
global. Sebab, mereka adalah modal besar bagi Indonesia untuk 
memanfaatkan bonus demografi dalam kurun waktu sekarang 
hingga satu dasawarsa mendatang. 
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Ia juga mengingatkan, Hari Santri ini boleh jadi identik 
dengan kalangan Nahdlatul Ulama/NU sebagai produsen 
terbesar santri di seluruh pelosok Nusantara. Tetapi bukan berarti 
meminggirkan pihak lain yang juga menghasilkan santri dan 
turut andil mencerdaskan umat Islam dalam kerangka NKRI. 
Selama ini, komunikasi dan konsolidasi NU dengan ormas- 
ormas Islam lain telah berjalan intensif untuk menyepakati 
pentingnya Hari Santri. 

Dengan demikian, penetapan Hari Santri bukan sekadar 
memenuhi janji Presiden Joko Widodo pada masa kampanye, 
melainkan memang dikehendaki oleh sebagian besar umat 
Islam Indonesia yang ber-Islam ala santri.Sebagai pemimpin 
yang memegang prinsipjujur-amanah-fathonah,sekecil apa pun 
janji harus ditepati. Namun sebagai pemimpin berwawasan 
kebangsaan, pemenuhan janji itu disertai dengan kemaslahatan 
membumikan Islam ala santri. 


Islam ala santri bermodelkan wasatiyah (moderat) dan 
wagi iyah (realistis) yang bercirikan tawassuth (tidak ekstrem), 
tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran). Islam ala santri 
merujuk pada metode dakwah Walisongo di bumi Nusantara 
yang membumikan akulturasi budaya, penyelarasan konteks 
waktu dan kondisi lingkungan, serta kemaslahatan bersama. 
Islam ala santri adalah Islam rahmatan lil alamin yang mampu 
beradaptasi dan berdialog dengan budaya lokal, kebiasaan, dan 
cara berpikir masyarakat Indonesia yang majemuk. 


Itu sebabnya, santri di sini tidak dimaknai secara sempit 
sebatas kaum sarungan yang belajar dan mengembangkan 
ilmu di pondok pesantren. Secara luas santri dimaknai sebagai 
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umat Islam Indonesia yang mengamalkan ajaran Islam sesuai 
konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 


Di sisi lain, tambah Lukman, pemerintah tentu menghormati 
pihak-pihak yang menolak penetapan Hari Santri. Di tengah 
keberagaman masyarakat, pasti ada perbedaan pendapat dalam 
menyikapi sesuatu. Namun di negara yang demokratis ini, 
tentu kita berpegang pada kehendak mayoritas dengan tetap 
memperhatikan kepentingan minoritas. 


Pemerintah akan berupaya bersikap adil kepada semua 
elemen masyarakat Indonesia dengan mengedepankan 
kemaslahatan bersama. Karena pada dasarnya Resolusi Jihad 
yang jadi pijakan Hari Santri tidak bersifat ekslusif melainkan 
inklusif. Resolusi Jihad dikeluarkan ulama NU bukan untuk 
memperjuangkan kelompok sendiri atau memikirkan umat Islam 
saja. Tetapi lebih dari itu, resolusi itu adalah cermin berpikir, 
bersikap, dan bertindaknya ulama-santri untuk kepentingan 
Tanah Air, mempertahankan kedaulatan negara, memerdekakan 
bangsa. 


Ia kembali menekankan bahwa Hari Santri 22 Oktober 
adalah pengingat bangsa Indonesia agar tak lupa pada sejarah 
perjuangan para pendahulu untuk menegakkan kehormatan 
agama dan bangsa serta mewujudkan cita-cita luhur NKRI. Secara 
khusus, Menteri Lukman dalam forum tersebut menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas 
kesediaan Bapak Presiden yang menyetujui atas usulan Hari 
Santri ini. Ia berharap, keputusan Hari Santri ini menjadi salah 
satu amal jariyah Presiden. 
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BAB VI 


KADO UNTUK PERPRES 
22/2015 


Antusiasme atas Kelahiran Perpres 


spirasi yang luar biasa besar atas hadirnya hari santri 

sudah ada sejak Kepres Nomor 22 Tahun 2015 Tentang 

Hari Santri terbit. Bahkan di daerah tertentu ada 
“deklarasi hari santri” yang diikuti massa dalam jumlah besar dan 
diiringi serangkaian kegiatan. Meski, deklarasi bersifat informal, 
dalam artian tak resmi dikeluarkan negara, tapi fenomena ini 
menunjukkan betapa mendalamnya kalangan santri berharap 
akan adanya hari khusus. Seperti yang tampak pada di alun-alun 
Jombang pada 25 Oktober 2014. Sebanyak 17.000 massa dari 
berbagai pondok pesantren berkumpul dan mendeklarasikan 1 
Muharram sebagai hari santri nasional. 


15  Nu.or.id, 17.000 Santri di Jombang Deklarasi Hari Santri Nasional, dipublikasikan 
pada 27 Oktober 2014, pukul 09:01 WIB. 
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Deklarasi yang berlangsung pada tanggal merah 1 Muharram 
tersebut dilaksanakan bersamaan dengan acara Khatmil Guran 
Bil Golam yang diadakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
(PCNU) Jombang. Naskah deklarasi dibacakan Samsul Rijal 
sebagai perwakilan santri dengan disaksikan langsung Bupati 
Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wakil Bupati Munjidah 
Wahab, KH Ketua PCNU Jombang Isrofil Amar, serta puluhan 
ribu orang yang hadir di alun-alun setempat. 


Rijal pembaca naskah deklarasi mengatakan bahwa 17.000 
santri di Jombang yang berkumpul dalam acara perayaan tahun 
baru umat Muslim ini sangat mendukung upaya Presiden Joko 
Widodo menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional. 
Menurutnya, santri merupakan profil Muslim Nusantara yang 
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi akhlakul karimah. 
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa sejarah mencatat sebagian 
besar para pejuang, pendiri bangsa, tokoh-tokoh nasional adalah 
santri yang terlahir dari pesantren. Di Jombang saja yang telah 
terbukti melahirkan KH Muhammad Hasyim Asyari, KH Wahab 
Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Bahkan, presiden keempat 
Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid dan cendekiawan 
Muslim terkemuka Nurcholis Madjid adalah santri. 


Dengan demikian deklarasi tersebut dapat dipahami 
setidaknya dalam dua hal. Pertama, ketidaksabaran mereka akan 
terealisasinya janji kampanye Jokowi atas penetapan tanggal 
1 Muharram sebagai hari santri nasional. Meski janji tersebut 
terlontar pada Juni 2014, Jokowi dilantik sebagai presiden ke-7 
pada 20 Oktober 2014, sementara tahun baru hijriyah jatuh lima 
hari setelahnya. Dalam jangka waktu kurang dari seminggu tentu 
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terlalu dini untuk mengeluarkan Keputusan Presiden, apalagi 
kebijakan yang berskala nasional itu semestinya juga melalui 
kajian akademik, tinjauan para pakar, atau konsultasi dengan 
para pemangku kepentingan, terutama ormas-ormas Islam. 


Kedua, dukungan moral mereka terhadap Presiden semakin 
mantap bahwa hari santri memang benar-benar aspirasi yang 
muncul dari bawah. Berkumpulnya massa sebanyak itu dan 
dihadiri oleh tokoh-tokoh penting daerah setempat menunjukkan 
tingkat keseriusan yang tinggi akan terwujudnya ketetapan hari 
santri. Dengan bahasa lain, deklarasi hari santri di Jombang itu 
merupakan deklarasi suportif agar hari santri secepat mungkin 
diputuskan, sekaligus penegasan bahwa harapan tersebut betul- 
betul lahir dari akar rumput. Bukankah gagasan hari santri 
mencuat dari lisan seorang kiai di Pondok Pesantren Babussalam 
di Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, ketika Jokowi 
bertandang ke pesantren setempat? 


Gegap Gempita Masyarakat 

Tak hanya di Jombang, suara yang sama dikemukakan 
pesantren-pesantren daerah-daerah lainnya, baik melalui 
media massa maupun forum-forum publik, seperti seminar 
atau sejenisnya. Dengan gambaran singkat itu menjadi jelas 
bahwa Deklarasi Hari Santri yang digelar di Masjid Istiglal pada 
22 Oktober 2015 hanyalah penegasan kembali atas banjirnya 
aspirasi ditetapkannya Hari Santri. Negara hanya memberikan 
aspek legal-yuridis pada semangat yang sudah meluap-luap di 
masyarakat dari berbagai daerah. Ibarat rumah, Presiden Jokowi 
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tinggal menambahkan atap untuk bangunan yang nyaris sudah 
jadi. 

Terbukti, ketika deklarasi itu digaungkan, gegap gempita 
acara ada di mana-mana, khususnya di lingkungan atau kalangan 
pesantren. Di Demak, misalnya, begitu deklarasi dibacakan pada 
siang hari, 22 Oktober 2015, sore harinya sekitar sepuluh ribu 
santri berkumpul di Alun-alun Demak guna melangsungkan apel 
Hari Santri. Yang menarik, para santri pun tetap mengenakan 
sarung plus peci hitam serta tetap mamaki sepatu sebagai alas 
kaki. Sedangkan, santriwati juga mengenakan seragam dari 
ponpes masing-masing. 

Mereka berjajar bediri membentuk barisan layaknya upacara 
kenegaraan. Apel dimulai dengan shalat Ashar berjamaah di 
Masjid Agung Demak. Selanjutnya, dengan dipandu marching 
band para santri memasuki arena upacara di alun-alun. Upacara 
bendera dipimpin langsung oleh Bupati HM Dachirin Said dan 
diisi dengan pembacaan teks Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. 
Para santri tercatat berasal dari 70 pondok pesantren (ponpes) 
di wilayah Demak dari jumlah total sekitar 117 pesantren.' 
Semarak yang serupa juga dapat dirasakan di daerah-daerah 
lain, seperti Yogyakarta, Kota Tebing Tinggi, Lamongan, Pacitan, 
dan lain sebagainya. Ragam kegiatan pun digelar, mulai dari 
pawai, upacara bendera, lomba-lomba, karnaval, dzikir bersama, 
hingga bakti sosial." 


16  Radarsemarang.com, Ribuan Santri Upacara Gelorakan Semangat Resolusi Jihad, 
dipublikasikan pada 23 Oktober 2015. 

17  Rappler.com, Perayaan Hari Santri Nasional di berbagai daerah di Tanah Air, 
dipublikasikan pada 22 Oktober 2015. 
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Beberapa hari menjelang deklarasi, PBNU bekerja sama 
dengan pesantren-pesantren menjadi motor digelarnya acara 
Kirab Santri. Pelaksanaan kirab dimulai pada 18-22 Oktober 2015, 
yang berangkat dari Kota Surabaya, tepatnya di Tugu Pahlawan. 
Perjalanan lantas berlanjut ke Gresik, Lamongan, Tuban, dan 
Rembang. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Rembang, 
Kajen, Kudus, Demak, Semarang, Kaliwungu, Pekalongan, Tegal, 
dan Semarang. Pada 21 Oktober rombongan kirab tiba di Cirebon, 
dilanjutkan ke Indramayu, Pamanukan, dan Kerawang. Lalu 
pada Kamis (22/10) mereka tiba di Cibarusah, dan melanjutkan 
perjalanan ke Bintara dan juga Tugu Proklamasi, Jakarta, sebagai 
lokasi finish kirab. Sepanjang perjalanan mereka mengunjungi 
pesantren, masjid, dan makam wali atau pahlawan setempat. Juga 
sowan ke kiai-kiai sepuh untuk meminta nasihat dan penyerahan 
sang saka merah putih." 


Tugu Proklamasi menjadi pusat kemeriahan hari santri selain 
di Masjid Istiglal. Di pelataran monumen bersejarah tersebut 
utusan dari berbagai ormas Islam berkumpul, ribuan santri dan 
pelajar, serta sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Panglima 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. 
Gatot datang bersama beberapa regu pasukan khusus dari 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka 
mengikuti upacara penyambutan sekitar 50 orang rombongan 
Kirab Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi. Acara diisi antara 
lain dengan pembacaan shalawat dan pengibaran Sang Saka 
Merah Putih. Acara di Tugu Proklamasi berlangsung pagi hari, 


18 Republika.co.id, Ini Rute Kirab Hari Santri Nasional PBNU, dipublikasikan pada 
12 October 2015, 19:43 WIB. 
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beberapa saat sebelum pembacaan deklarasi di Masjid Istiglal 
yang digelar siang hari. 

Gatot yang datang sebagai undangan berorasi mengingatkan 
generasi muda bahwa perjuangan bangsa sejak proklamasi 
kemerdekaan tidak dilakukan oleh TNI, tetapi yang merebut 
kemerdekaan adalah seluruh komponen bangsa, termasuk para 
ulama. Setelah merdeka baru TNI lahir. Jadi, kata Gatot, yang 
memerdekaan bangsa Indonesai bukan TNI, tetapi bapak-ibu 
kandung TNI. Ia menyebut TNI sebagai anak kandung raya. 


Ia juga mengatakan, setelah tujuh puluh tahun berlalu, 
hikmah dan pelajaran yang diperoleh dari peristiwa Resolusi 
Jihad antara lain bahwa perjuangan melawan penjajah saat itu, 
terkait erat dengan Resolusi Jihad yang dkumandangkan oleh 
Rais Akbar NU KH. Muhammad Hasyim Asyari pada tanggal 
22 Oktober 1945. Bangsa penjajah tidak rela negeri ini merdeka 
sehingga berusaha untuk menguasai kembali tanah air kita. 
NICA membonceng sekutu untuk menguasai tanah air Indoesia, 
namun hal itu diketahui oleh para pejuang kemerdekaan dan 
ditindaklanjuti dengan merapatkan barisan untuk menolak 
kedatangan kolonialis.Untuk itu para santri berkumpul di 
seluruh wilayah, Jawa, Madura, seluruh Jawa mereka mengatur 
langkah strategi perjuangan sebagai kewajiban mempertahankan 
tanah air dan bangsanya. 

Menurut Gatot, terdapat 4 peristiwa penting yang saling 
memengaruhi dan saling menguatkan, yaitu peristiwa tanggal 
17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, 5 
Oktober hari pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat— 
sekarang TNI), 22 Oktober sebagai hari dicetuskannya Resolusi 
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Jihad NU, dan 10 November sebagai hari pecahnya perang di 
Surabaya yang kita kenal sebagai hari pahlawan hanya dalam 
hitungan empat bulan setelah Resolusi Jihad." 


Lantas bagaimana dengan keriuhan di dunia maya? Di jagat 
internet, para warganet juga tak kalah heboh. Mereka ramai- 
ramai memperbincangkan hari santri, mulai dari membuat 
artikel panjang, menulis status di media sosial, atau membagikan 
gambar dan video yang terkait dengan momen hari santri. Di 
Twitter, kalimat “Selamat Hari Santri Nasional” menempati 
trending topic teratas untuk wilayah Indonesia, sejak pagi sekitar 
pukul 6 pagi, 22 Oktober 2015. Rupanya dukungan masyarakat 
untuk hari santri nasional terus mengalir dari berbagai kalangan. 


Para netizen banyak menyampikan kesan dan ucapan 
atas dikeluarkannya Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Hari Santri. Selain ucapan selamat hari santri nasional, tagar 
#HariSantri juga menjadi perbincangan ramai di jagad Twitter. 
Para netizen lebih banyak berkicau soal kisah dan kesan saat 
di pesantren atau mempublikasikan foto-foto yang berkenaan 
dengan pesantren, Resolusi Jihad, serta Islam dan nasionalisme. 


Di antara contoh cuitan netizen di Twitter adalah pembahasan 
soal latar belakang dan urgensi hari santri sebagaimana 
yang tuturkan akun pribadi Lukman Hakim Saifuddin (@ 
lukmansaifuddin). Menteri Agama RI ini mempublikasikan 
setidaknya lima twit secara bersambung sejak pukul 06.38 WIB, 
22 Oktober 2015. Dalam twit tersebut, ia menginformasikan 


19 Nu.or.id, Transkripsi Lengkap Pidato Panglima TNlpada Peringatan Resolusi 
Jihad, dipublikasikan pada 15 November 2015 14:00 WIB. 
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bahwa hari itu Presiden RI akan mendeklarasikan hari santri di 
Masjid Istiglal, Jakarta, pada pukul 13.00 WIB. 


Selanjutnya, Lukman dengan terus membubuhkan tagar 
#HariSantri mengatakan bahwa kemunculan hari santri 
dilatarbelakangi oleh peristiwa Resolusi Jihad untuk melawan 
penindasan yang menghalangi terwujudnya negara bersatu, 
berdaulat, adil, dan makmur. 


Selain bentuk pengakuan dan apresiasi negara, menurutnya, 
penetapan Hari Santri adalah peneguhan tanggung jawab 
kalangan santri atas Indonesia kita. Islam ala santri merujuk 
pada metode dakwah akulturasi budaya, penyelarasan konteks 
waktu-tempat, dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama. 
Menurutnya, santri dalam hal ini dimaknai sebagai umat Islam 
Indonesia yang mengamalkan Islam sesuai konteksnya dalam 
hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. 


Di Facebook juga tak kalah heboh. Warganet banyak 
mempublikasikan sejumlah kegiatan yang berada di 
daerahnya, menuliskan ucapan selamat, berbagi kisah nyantri, 
mempublikasikan kata-kata bijak, teks Resolusi Jihad, dan 
lain sebagainya. Di Instagram pun demikian. Para peselancar 
dunia maya banyak mengunggah foto-foto dan video satu 
menitan yang relevan dengan hari santri disertai sejumlah tagar 
semisal #HariSantri, #HariSantriNasional, #SelamatHariSantri, 
#AyoMondok, dan sejenisnya. Di YouTube, orang-orang juga 
banyak mengunggah video-video momen perayaan hari santri 
di berbagai daerah. 
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Lahirnya PMA 71/2015 tentang Ma'had Aly 


Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 
tentang Ma'had Aly merupakan kado yang mengiringi lahirnya 
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. 
PMA ini sebagai ikhtiar Kementerian Agama untuk merevitalisasi 
sekaligus merekognisi tradisi akademik pendidikan tinggi yang 
telah lama berlangsung di pondok pesantren, utamanya dalam 
melakukan regenerasi ulama di bidang tafagguh fiddin. 


Jika merujuk pada regulasi, eksistensi Ma'had Aly memiliki 
landasan hukum yang sangat kuat. Setidaknya ada 2 (dua) 
Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar hukum. Pertama, 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang di pasal 15 disebutkan bahwa di 
antara jenis pendidikan di Indonesia adalah jenis pendidikan 
keagamaan. Undang-Undang ini diturunkan ke dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan, yang di dalam pasal 9 disebutkan bahwa 
Pendidikan Keagamaan di antaranya terdiri atas Pendidikan 
Keagamaan Islam. Atas dasar ini, diterbitkan Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Pendidikan Keagamaan Islam, yang di pasal 23 disebutkan bahwa 
Ma'had Aly merupakan bentuk dari pendidikan diniyah formal 
jenjang pendidikan tinggi. Kedua, Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang di dalam pasal 
30 ayat (2) disebutkan bahwa “Pendidikan tinggi keagamaan 
berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan 
dapat berbentuk Ma'had Aly”. Atas dasar kedua Undang-Undang 
tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 
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tentang Ma'had Alyditerbitkan. Dengan melihat posisi ini, maka 
Ma'had Aly memiliki legalitas yang sangat kuat dan sekaligus 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan 
nasional. 

Di samping itu,regulasi-regulasi itu memperjelas 
kesungguhan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan 
Ma'had Aly setara dan semartabat dengan lembaga pendidikan 
tinggi keagamaanseperti UIN, IAIN, dan STAIN serta lembaga 
pendidikan tinggi umum lainnya, baik dalam pengakuan, 
status, lulusan, maupun perhatian Pemerintah terhadap 
keberlangsungan dan pengembangannya. 


Tujuan didirikannya Ma'had Aly adalah menciptakan lulusan 
yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (mutafaggih fiddin) 
dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. 
Dengan demikian, Ma'had Aly adalah wujud pelembagaan 
sistemik dan formal atas tradisi intelektual pesantren tingkat 
tinggi sehingga keberadaannya melekat pada pendidikan 
pesantren. 


Sebagai bentuk dari pendidikan tinggi keagamaan, 
Ma'had Alymerupakan perguruan tinggi keagamaan Islam 
yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang 
penguasaan ilmu agama Islam (tafagguh fiddin) berbasis kitab 
kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Sebagai 
pendidikan akademik, Ma'had Aly menyelenggarakan program 
pendidikan dari Strata Satu (S1) hingga Strata Tiga (S3). 


Untuk membangun keunggulan dengan integritas 
akademik yang tinggi, satu Ma'had Aly hanya diberikan izin 
penyelenggaraan untuk satu Program Studi. Posisi program studi 
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pada Ma'had Aly tidak semata-mata program studi, tetapi ia akan 
dikembangkan menjadi pusat kajian keilmuan keislaman dan 
kepesantrenan secara sekaligus. Kementerian Agama memiliki 
komitmen yang kuat untuk membangun pusat-pusat unggulan 
ini. Dengan posisi ini, maka Ma'had Aly akan tetap ditempatkan 
sebagai lembaga khususyang ada pada pesantren sebagai lembaga 
kaderisasi ulama. 


Tak dapat dipungkiri bahwa tantangan keulamaan atau 
ke-kyai-an dewasa ini semakin kompleks. Bukan hanya pada 
penguasaan khazanah keislaman yang mendalam (tafagguh 
fiddin), melainkan juga yang terpenting bagaimana ulama mampu 
merespons perubahan sosial yang diakibatkan oleh kecanggihan 
teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan arus globalisasi 
yang deras mengalir dalam kehidupan umat manusia. Ruang 
lingkup keulamaan menjadi tak berbatas. Tidak hanya pada 
wilayah keagamaan, seorang ulama juga harus mampu masuk 
ke dalam diskursus dan ruang gerakan sosial budaya, sosial 
politik, sosial ekonomi, dan politik kebangsaan. Semua itu adalah 
realitas kehidupan yang sehari-hari mempengaruhi kehidupan 
keagamaan. Ulama kontemporer niscaya menguasai segala hal 
yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (tafagguh 
Ji mashalihil khalgi). 

Posisi Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi 
keagamaan (keislaman) menjadi sangat signifikan dan strategis 
bagi masa depan bangsa Indonesia dan dunia Islam. Disadari 
benar bahwa kehadiran Ma'had Alyini merupakan bagian 
implementasi dari skenario besar untuk menjadikan pendidikan 
Islam di Indonesia, khususnya pesantren, sebagai destinasi 
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pendidikan dunia. Sebab, dalam konteks pendidikan Islam 
secara global, harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan 
Islam masa kini dan masa depan itu berada di pundak Indonesia. 
Pondok pesantren memiliki konvidensi dan kekuatan yang luar 
biasa untuk menjadi corong kepada masyarakat dunia. Sebab, 
pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 
khas (genuin) Indonesia yang mampu menghasilkan intelektual 
muslim yang berkarakter rahmatanlilalamin. 
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Nomor 
Lampiran 


LAMPIRAN 


Penraa 
KA PORN 


MA/152/2015 Jakarta, 


29 Juna 2015 
Usulan Penetapan Hari Santri 


Kepada Yth. 5 
Bapak Presiden RI 


Di Jakarta 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 


Dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Agama RI 
telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Hari 
Santri Perspektif Lembaga Pendidikan Keawamaan Islam” yang 
dihadiri oleh Kementerian Sekretariat Negara, Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus 
Pusat Muhammadiyah. Pengasuh Pondok Pesantren 

Indonesia, pimpinan Lembaga Keagamaan Islam, akademi 
serta unsur Kementerian Agama RI yang diselenggarakan di 
tiotel Salak The Heritage Bogor pada tanggal 22 — 24 April 2015. 
Adapun rekomendasi sebagai hasi! kegiatan tersebut berikut 


Naskah Akademik Penetapan Hari Santri 
terlampir, 


se- 


sebagaimana 


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan 
Bapak untuk mempertimbangkan tanggal 22 Oktober dapat 


ditetapkan menjadi Hari Santri sehingga menjadi kebijakan 
yang memberikan kebaikan bersama 


Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima ka: 
Wassalamu alaikum Wr. Wb. 


in. 
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Nomor 1 M2/237/2015 Jakarte.7 September 2015 
Lampiran :1 (satu) Berkas 
Hal : Penetapan Hari Santri 

Kepada Yih 

Bapak Presiden RI « 

Di Jakarta 


Assalamuslaikum Wr. Wb. 


Dengan herrsat, bersarta ini kerni melaporkan kepada Bapak ba! 
Kementerian Agama telah melakukan beberara kegiatan bersiapan 
untara lain melakukan beserapa sertemuan bk 
antar kementerian/instansi terkait maupun dengan organisasi keagemi “3 
Islam. 


- 


penctapan hari santri, 


Berkenaan dengan maksud tersebut, kami mohon perkenan Bapak ut 
menetapkan tanggal 52 Oktober sebugai hari santi dengan “1 


menjadikannya sebagai hari libur nasional 

Sebagai tahan pertimbangan, kami lampirkan beberapa Gokumen set: 
berikut. 

1. Naskah Akademik Har: Santri, 

2, Surat Rekomendasi/pernyataan dukungan dar' organisasi keugowus “1 


Istamy 
3. Draft Keputusan Presiden tentang Hari Santri: 
4. Prograra $ ag Hari Santri antara lain: 
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. Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) mulai zahun 2005: 

. Perkemahan Pramuka Santri Nasional (PPSN) mulei tahun 2006: 

. Musabagah Oka'atil Kutub (MOK) mulai :ahun 2005: 

Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas, 

mulai tahun 2007, 

e. Pekan Olah Raga dan Seni Santri Madrasah Diniyah Takmi yah 
(Porsadin) mulai tahun 2014, dan 

f£ Beasiswa Santri Tahfizd Al-Guran mulai tahun 2015 


pn Op 


Demikian, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. 
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No. 126/1LPOLX 2015 

Lamp 

Hai: Ketetapan Hor Santri 

Kepada Ykh: 

Drs. H. Lukeran Hakim Saifuddin 
Rapak Menteri Agama Republik Indonesia 


vi 


@ saori 


Assalamu 'alattum Hr. Wb. 


Kami dari LPOI yang terdin dari 13 Ormas Iram yang mavorias berdiri «belum 
Kemerdekaan RI menentukan dalam tapatnya di zedung PBNU aan Seruan tertanggal $ 
(Oktober 2015 bahwa : hari Samtri yang paling tepar adalah tangga! 22 ( Dua Puluh Dua 
Oktober 


Keputusan imi diambil berdasarkan berbagai pertimlangan bahwa sejarah pada tangani 3? 
Oktobes tahun 1945 pora santri berjuang dan rmelawar para tentara sekutu yang dipiny « cch 
Inggris dan salah satu #enderal Inggris tersebut metinggai dikarsnakan di bom oic- salah 
seorang santi yang bernama HARUN di Surabaya, dan sekitar 25 000 sanui ugus caism 
peperangan tersebut. | 

Peristiwa inilah yang patut di ingat dimana peran para santri dalam membela NKRI 


(@ Bemuktuntah Xetetapas ini kanu sampaskan. dengan tonmst kepada Bapak Menteri Agama 
R.l agar berkenan mensrima dan menetapkan hari Sar:ri jatuh pada rengyal 22 Oktober, 
Atas perhatian Bapak. sam ucapkan tenmakasih. 


Wassatamualcikum Wr, Wb 


Sekretaris Umum 


lahditu Yama « Pexatian Isl” (PERSIS) « Av Iryag Alina » Mind Anwar » Kradvah » Pesan Isar Pengrae Inconmas 
IWAOI » ndx » Satar I-am Ircsnega « Ahtisnapah » Perut Teduh Ilmu (PETI » Pesen Log: Baen UUT 
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Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd. lahir di Brebes, 14 Januari 
1970. Pendidikan doktornya diselesaikan pada Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Program Studi 
Pendidikan Nilai. Setelah lulus dari Program Doktoralnya, 
pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Pendidikan Tinggi 
di Curtin University Australia, dan Pelatihan Manajemen 
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Sunan Gunung Djati, Bandung, kemudian mutase ke jabatan 
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tinggal di Komplek Modernhill C1/16 Pondok Cabe Pamulang 
Tangerang Selatan, Banten. 


Dr. H. Suwendi, M.Ag. Lahir di Indramayu, 23 April 1976. 
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